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1. latar Belakang 
Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan menyusun sistem 
peradilan yang tidak menyamaratakan perbuatan kriminal dan pelaku1, ternyata tidak  
berpengaruh besar pada penyelesaian tindak pidana ringan. Dari Data Kasus Tindak 
Pidana Ringan yang Menjadi Sorotan Masyarakat / Media Massa Periode 2009           
s/d 2012 yang disusun berdasarkan pemberitaan  media massa tentang kasus– kasus 
tindak pidana ringan yang proses peradilannya mendapat sorotan masyarakat, 
menunjukkan realitas tersebut. Pasca pernyataan Presiden yang dikemukakan pada 
media April tahun 2010, setidaknya terdapat sepuluh kasus peradilan tindak pidana 
ringan yang dipublikasikan media massa. 
Muncul dan terulangnya proses hukum terhadap kasus ringan,  yang  proses 
peradilannya ditanggapi miring oleh  masyarakat,  tidak dirasakan sebagai hal yang 
janggal oleh penegak hukum. Gejala ini antara lain terbaca dari pernyataan  Kepala 
Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Boy 
Rafli Amar yang meminta masyarakat untuk tidak melihat pelaku dan   berat– ringannya 
perkara.  Kasus ringan yang ramai ditanggapi masyarakat tersebut, (i) secara normatif 
sudah merupakan suatu tindak pidana, sehingga (ii)  proses hukum yang berjalan 
seharusnya dipandang sebagai pembelajaran hukum2.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Janji Presiden tersebut disampaikan pada saat melaksanakan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan 
Kelas II – A Anak Pria di Tangerang Banten tanggal 16 – Pebuari – 2010, KOMPAS, 17 – Pebuari - 2010  
2.  Metrotvnews.com, Kamis, 29 – Desember - 2011  
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Pernyataan Kombes Boy Rafli Ahmad tersebut di atas merupakan gambaran  
tidak sejalannya antara harapan masyarakat atas proses hukum yang berkeadilan, dengan 
sikap  positivistik aparat penegak hukum dalam menyelesaiakan  kasus ringan.Sikap 
positivistik tersebut ditandai dengan pandangan yang melatarbelakangi pernyataan 
Kombes Boy Rafli Amar bahwa (i) semua tindak pidana,  tanpa memandang              
berat -  ringannya perkara dan konteks yang menyertai suatu  tindak pidana misalnya,               
(ii)   kondisi pelaku harus diselesaikan melalui peradilan formal. Pernyataan yang 
menyatakan proses peradilan sebagai “pembelajaran” yang berujung pada penjatuhan 
sanksi pidana,  terpengaruh pandangan klasik yang berorientasi pada perbuatan yang 
telah dilakukan (melihat kebelakang)  dan penjatuhan sanksi pidana sebagai keniscayaan 
sebagai “balas dendam” atas perbuatan salah yang dilakukan pelaku. 
Penegakan hukum yang didasari pandangan positivistik tersebut menyulut 
keprihatinan masyarakat yang diantaranya  diwujudkan dengan “perlawanan” masyarakat 
atas sikap aparat penegak hukum tersebut. “Perlawanan” masyarakat tersebut  terbaca 
pada media dengan beberapa  gerakan seperti : “koin untuk Prita” dan gerakan “seribu 
sandal untuk AAL” yang dimotori Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
Keinginan masyarakat akan adanya lembaga dan mekanisme khusus untuk 
menyelesaikan kasus ringan perlu dijembatani dengan kajian – kajian ilmiah.         
Kajian– kajian tersebut pada saat ini berada  pada momentum yang tepat. Disatu sisi 
untuk menjembatani  kesenjangan sistem peradilan pidana yang saat ini berlaku dan 
dikukuhi oleh aparat penegak hukum secara kaku. Disisi lain bersamaan waktunya 
dengan pembaharuan hukum pidana dan acara pidana yang saat ini sedang berlangsung. 
Dengan demikian  hasil penelitian  dapat memberikan kontribusi pada penyelesaian 
tindak pidana ringan yang berbasis keadilan, sebagaimana diharapkan masyarakat. 
Urgensi adanya sistem penyelesaian tindak- pidana ringan yang tidak 
menyamaratakan perbuatan dan pelaku tindak - pidana,  dengan alternatif  rekonstruksi 
kultural khususnya  rekonstruksi pemikiran hukum / juridis (legal / juridical thinking),  
dapat ditunjukkan dari adanya kesenjangan  / tidak adanya sinkronisasi hukum  antara 
asas peradilan   sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 
2009) dengan pemaknaan aparat penegak hukum tentang  pengaturan cara penyelesaian 
perkara pidana yang diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang 
Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP). 
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Secara normatif KUHAP tidak mengatur seleksi perkara yang harus diselesaikan 
melalui peradilan pidana.KUHAP  hanya mengatur cara melakukan pemeriksaan perkara 
yang dibedakan menjadi : (i) acara pemeriksaan biasa untuk perkara yang proses 
pembuktian kesalahan terdakwa diperkirakan sulit (lihat Pasal 152 KUHAP dan 
seterusnya); (ii) acara pemeriksaan singkat apabila proses pembuktian dan penerapan 
hukumnya diperkirakan mudah serta sifatnya yang sederhana (lihat Pasal 203 KUHAP) 
dan (iii) acara pemeriksaan cepat, untuk memeriksa tindak pidana ringan dengan   
kriteria :  perkara yang ancaman pidana penjara atau kurungannya tidak lebih dari tiga 
bulan dan atau denda sebanyak– banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah (Pasal 205 ayat 
(1) KUHAP). Cara pemeriksaan ini digunakan pula untuk memeriksa perkara 
pelanggaran lalu – lintas tertentu (Pasal 211 KUHAP). Ketentuan KUHAP tersebut 
menegaskan semua perkara pidana termasuk tindak - pidana ringan harus diselesaikan 
melalui peradilan pidana . Ketentuan KUHAP tersebut   dikuatkan dengan             
Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman yang hanya mengakui peradilan negara 
sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 18 Undang – Undang  No.48 tahun 
2009.  
Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara– cara penyelesaian tindak pidana 
ringan yang tidak memberi ruang cara – cara penyelesaian yang tidak formalistik, 
berkelindan dengan pandangan  positivistik yang dikukuhi aparat penegak hukum dalam 
praktik penegakan hukum selama ini.  Pandangan positivistik ini ditandai dengan 
terikatnya aparat penegak hukum pada   prosedur – prosedur kaku yang ditentukan dalam 
peraturan perundang – undangan. Pandangan ini menempatkan  prosedur  menjadi dasar 
legalitas untuk menegakkan keadilan,  bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri3. 
Penegakan hukum yang terkungkung  dengan tembok– tembok prosedur tersebut, 
menjadi penghalang untuk  mewujudkan   pencarian kebenaran (searching for the truth) 
dan keadilan (searching for justice)4. Penegakan hukum positif (undang – undang) yang 
dikukuhi sebagai menjunjung tinggi rule of law hanya mampu mewujudkan keadilan 
formal (formal justice) tetapi belum mampu mewujudkan keadilan substantif 
(substansial justice)5.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3FX.Aji Samekto, 2008,   Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern DalamPerspektif Hukum 
Kritis, Genta Press,Jogjakarta, halaman 33 
      4 Ibid, halaman 34 
     5  Ibid, halaman 35	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Keadilan formal yang diwujudkan  peradilan selama ini tentu saja tidak selaras 
dengan amanat mulia tugas peradilan  yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1)   
Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengamanatkan 
“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Amanah konstitusi tersebut 
dioperasionalkan antara lain pada     Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman dengan 
rumusan  : (i) DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA 
ESA (Pasal 2 ayat :  (1); (ii) menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila (Pasal 2 ayat (2) dan kewajiban hakim dan hakim konstitusi 
menggali, mengikuti dan memahami nilai– nilai hukum dan rasa  keadilan yang hidup 
dalam masyarakat .(Pasal 5 ayat (1)).   
Pasal – pasal di atas  menurut Barda Nawawi Arief merupakan keunikan  
penegakan hukum di Indonesia yang ditandai dengan :           (i) “pendekatan religius” 
dengan penegasan  “Peradilan dilakukan demi DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA”; (ii) mengkaitkan penerapan dan penegakan 
hukum dan keadilan dengan Pancasila. Keduanya merupakan rambu– rambu penegakan 
hukum dalam kerangka Sistem Hukum Nasioanal (SISKUMNAS)6. Rambu – rambu 
tersebut diimplementasikan dengan mewajibkan hakim untuk    menggali, mengikuti dan 
memahami       nilai – nilai hukum dan rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat. 
Salah satu yang menarik dari perumusan pasal– pasal di atas adalah kata– kata 
“menerapkan dan menegakkan hukum” selalu dikaitkan dengan kata “keadilan”. 
Rumusan kata – kata tersebut menunjukkan SISKUMNAS  tidak menganut “asas 
kepastian undang– undang” (certainty of law, written law certaintly, formal / legal 
certainly) yang dirumuskan secara kaku dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang sepenuhnya 
meniru rumusan pasal yang sama dalam Wetboek van Strafrecht. Kata– kata tersebut 
menunjukkan dianutnya “asas keseimbangan” yang didalamnya terkandung makna 
“kepastian substantif / materiel (substantive  / materiel certainly)7.  
Asas keseimbangan dan kepastian substantif  terkait dengan dengan rumusan 
pasal lain yang mewajibkan hakim untuk    menggali, mengikuti dan memahami        
nilai – nilai hukum dan rasa  keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rumusan pasal 
tersebut menunjukkan pengakuan kebaradaan hukum yang  hidup di masyarakat. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6.	  	  Barda Nawawi Arif,  op cit, halaman 6 
7.	   Barda Nawawi Arief, 2008, Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, , 
halaman 12 – 13.   
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Keberadaan sumber hukum  tersebut secara konstitusional ditegaskan pada Pasal 18 B 
ayat (2)  Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara 
mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta         
hak – hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam    
Undang – Undang”. Dasar konstitusional tersebut dijabarkan secara operasional dalam 
praktik peradilan  yang dirumuskan dalam  Pasal 50 Undang- Undang Kekuasaan 
Kehakiman “Putusan pengadilan selain memuat alasan dan dasar putusan juga memuat 
pasal tertentu dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan atau sumber 
hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.  
Luhut M.P. Pangaribuan dalam desertasinya mensinyalir diantaranya adanya                   
hambatan kelembagaan (istilah dari peneliti) yang menyebabkan pengadilan tidak  
secara maksimal mewujudkan amanat Konstitusi dan Undang– Undang Kekuasaan 
Kehakiman di atas. Hambatan ini  berkaitan dengan tugas hakim untuk  menggali, 
mengikuti dan memahami nilai– nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 
masyarakat yang diwujudkan dalam dasar putusan pengadilan. Mekanisme peradilan 
selama ini tidak memberi ruang  dan kesempatan yang cukup memadai bagi hakim untuk 
melaksanakan amanat tersebut8.  
Untuk mengatasi kelemahan peradilan tersebut, Luhut M. P. Pangaribuan 
menggagas reformasi peradilan dengan melibatkan partisipasi masyarakat                    
(lay participations) dalam peradilan, sebagaimana yang dilaksanakan sistem hukum 
Anglo Saxon. Kepersertaan masyarakat dalam peradilan disebut dengan lay judges yang 
diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit : partisipasi 
masyarakat yang tidak direkrut secara khusus dan dilatih sebagai hakim, tetapi dilibatkan 
dalam proses peradilan (lay participations) . Dalam arti luas diartikan sebagai semua 
bentuk partisipasi masyarakat dalam pengadilan pidana baik sebagai jury maupun 
sebagai lay judges sendiri9.  
Lay judges sudah pernah dikenal dalam sejarah pengadilan di Indonesia pada era 
pra kemerdekaan, dengan adanya Pengadilan Adat / Pribumi (Inheemsche Rechtspraak) 
dan Pengadilan Desa (Dorpjustitie). Keduanya  berdampingan dengan pengadilan negara 
yang dikenal pada saat itu yaitu Pengadilan Gubernemen (Gouvernement Rechtspraak), 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8. .ibid, halaman 16 
9.Ibid, halaman 2  
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Pengadilan Agama / Pribumi  (Godsdienstige Rechtspraak) dan Pengadilan Swapraja 
(Zelfbestuurrechtspraak)10. Pasca kemerdekaan keberadaan lembaga pengadilan rakyat 
tersebut justru dihapus dengan Undang - Undang  Darurat No.1 tahun 1951 tentang 
Tindakan – Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan 
Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil. 
Penjelasan Undang– Undang di atas menegaskan diantara pertimbangan 
penghapusan Pengadilan Adat dan Pengadilan Desa berpangkal keraguan akan 
kebebasan, syarat kepandaian dan kecakapan hakim Pengadilan Adat dan Pengadilan 
Desa dalam mewujudkan keadilan.  
Dasar penghapusan tersebut dibantah oleh Luhut M.P. Pangaribuan, yang 
menyatakan keadilan tidak hanya permasalahan keahlian semata, tetapi lebih tertuju pada 
permasalahan sistem, bagaimana proses  keadilan itu diwujudkan. Permasalahan sistem 
tersebut terkait dengan amanat Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman di atas yang 
mengharuskan hakim menerapkan / menegakkan  hukum dan keadilan pada saat yang 
sama11. 
Mewujudkan keadilan tidak otomatis terwujud dengan mengkonstatasikan 
hukumnya. Perundang– undangan bersifat formal, terbatas  dan bersifat umum. 
Sementara suatu perkara bersifat spesifik sehingga tidak cukup hanya mengacu pada 
sumber hukum formal  tetapi juga sumber hukum material12. Untuk menggali sumber 
hukum material tersebut, secara konseptual proses peradilan harus didekatkan dengan 
masyarakat sendiri13. Metode mendekatkan pengambilan keputusan dengan masyarakat 
adalah dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif  dalam pengambilan keputusan. 
Partisipasi masyarakat ini di negara common law di representasikan dalam bentuk jury14. 
Kebutuhan akan adanya (i)  alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di luar 
pengadilan formal dan (ii)  proses peradilan (penyelesaian tindak pidana ringan)  yang 
dilaksanakan dengan  menyerap rasa keadilan masyarakat, menempatkan Kepolisian 
Republik Indonesia (POLRI) sebagai alternatif jawaban yang strategis. Alternatif ini 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Hilman Hadikusuma dalam Heidar Laudjeng, 2003,  Mempertimbangkan Peradilan Adat,Seri Pengembangan 
Wacana, HuMa bekerjasama dengan Ford Foundation dan Interchurch Organization for Development 
Cooperation, halaman 4	  
11. Luhut M.P.Pangaribuan, op cit, halaman 16  
12. Ibid, halaman 18  
13. Ibid, halaman 17  
      14. Ibid, halaman 19  
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didasarkan pada dua konsepsi : pertama kedudukan POLRI dalam sistem peradilan 
pidana dan kedua, terkait dengan reformasi POLRI menjadi Polisi Sipil.    
Pertama, kedudukan POLRI, khususnya dalam kedudukannya sebagai penyidik, 
merupakan pintu gerbang  memasuki sistem peradilan pidana. Pada posisi demikian,  
peran penyidik berdasarkan asas – asas hukum pidana, yaitu asas proporsionalitas dan 
asas subsidiaritas, memiliki wewenang melaksanakan seleksi perkara yang akan 
dilanjutkan pada      tahap– tahap berikut  dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan 
ini tidak identik dengan “penghentian penyidikan” berdasarkan Pasal 109 ayat : (2)  
KUHAP dengan alasan: (i) tidak terdapat cukup bukti; (ii) tidak merupakan suatu tindak 
pidana dan (iii) dihentikan demi hukum.   
Kewenangan seleksi perkara berlandaskan asas proporsionalitas menghendaki 
polisi tidak diperkenankan menggunakan langkah – langkah berat, bila langkah yang 
lebih ringan cukup untuk mengatasi permasalahannya15. Sedang asas subsidiaritas 
dikaitkan dengan sanksi pidana dengan menghindari sanksi yang lebih berat, apabila 
sanksi  yang lebih ringan telah memadai sebagai respon atas suatu  tindak pidana16. 
Ruslan Saleh mengutip pendapat Hulsman, menjelaskan asas subsidiaritas secara negatif 
dengan : 
1) Bilamana dari segi prevensi umum  maupun khusus dan               
2) Ketidaktenangan yang diakibatkan oleh suatu delik tidak memerlukan     
     suatu perkara diselesaikan melalui Hukum Pidana 
3) Apabila kedua hal di atas terpenuhi maka polisi akan memberikan    
     peringatan kepada yang bersangkutan tanpa melanjutkan perkara ke  
     kejaksaan17. 
 
Sudarto mengembangkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas dengan 
memperhatikan   pada  : (i) kualitas perkara, yaitu perkara yang  substansinya kecil. 
Mengutip  pendapat Vrij, perkara– perkara yang dikategorikan tidak mengandung unsur  
sub–sosial. (ii) Pertimbangan  efisiensi dan efektivitas tugas polisi,  dibandingkan apabila 
perkara– perkara tersebut dilanjutkan ke kejaksaan dan yang akan berujung di 
pengadilan. (iii) Faktor waktu (contante justice) penyelesaian  perkara– perkara tertentu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15. Oemar Seno Adji, 1984, Kasasi Perkara Pidana, Sumbangsih Untuk Prof.Djokosoetono,  Lembaga Penerbit 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, , Jakarta , halaman 292 – 293, dalam ibid, halaman 162   
16. Ibid, halaman 164  
17. Ruslan Saleh, 1984, Segi Lain Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta , halaman 21 – 22 dalam ibid, 
halaman 163 
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dan dalam keadaan tertentu, yang akan dirasakan dan berpengaruh lebih baik bagi para 
pihak18. 
Konsep untuk mencari alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di luar 
pengadilan yang dilaksanakan dengan menyerap rasa keadilan masyarakat yang kedua, 
terkait dengan reformasi POLRI menjadi polisi sipil. Perubahan ini didasarkan pemikiran  
bahwa  keberhasilan tugas POLRI tergantung  pada bagaimana membangun  hubungan 
dengan masyarakat, yang oleh pakar disebut sebagai keniscayaan.  
Keunikan tugas polisi dibanding dengan empat catur wangsa aparat penegak 
hukum yang lain (hakim, jaksa, polisi dan advokat), terletak pada kedudukan polisi yang  
tidak hanya melaksanakan peran sebagai penegak hukum, tetapi juga berperan ganda 
sebagai penjaga ketertiban yang harus melindungi dan melayani (protect and serve) 
masyarakat. Pada saat menjalankan peran sebagai penegak hukum, polisi berada pada 
posisi vertikal (atas – bawah) dengan masyarakat,  yang dengan  the strong hand–nya 
diantaranya berhak melakukan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan 
dan penyitaan) dan tindakan – tindakan lain yang menempatkan polisi pada peran 
“antagonis” berhadapan dengan  masyarakat.  
Di sisi lain pada saat melaksanakan peran sebagai pelindung dan pelayan 
masyarakat, polisi dengan the soft hand–nya berkedudukan pada aras yang sama 
(horisontal) dengan masyarakat,  yang harus mengayomi, melindungi, membimbing dan 
melayani masyarakat. Pada posisi ini polisi berperan “protagonis” di mata masyarakat19.  
Peran ganda sebagai aparat penegak hukum sekaligus sebagai pengayom dan 
pelindung masyarakat inilah yang menempatkan polisi tidak hanya bertanggungjawab 
kepada hukum,  dalam arti dalam menjalankan tugas operasionalnya terikat pada 
peraturan perundangan, doktrin dan asas – asas hukum yang berlaku (khususnya hukum 
pidana). Pada saat yang bersamaan polisi juga harus bertangungjawab kepada 
masyarakat yang mengharapkan profesionalisme polisi untuk mengungkap kejahatan 
dalam rangka mewujudkan ketertiban masyarakat20. 
Dua peran yang saling bertolak belakang tersebut menegaskan pekerjaan polisi 
“tertanam” di masyarakat, dalam arti keberhasilan tugas polisi tergantung bagaimana 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Sudarto,1981,  Hukum dan Hukum Pidana,Alumni, Bandung,  halaman 52 
19 Satjipto Rahardjo, 2002, Polisi Sipil, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,, halaman 30 – 33; 41 – 42 
20  ibid, halaman XXV 
9	  
	  
polisi mensiasati hubungannya dengan masyarakat. Arti pentingnya peran serta 
masyarakat dalam mendukung keberhasilan tugas polisi mewujudkan KAMTIBMAS  
dapat diuraikan dengan dua pendekatan, pertama dari sejarah kepolisian di Indonesia 
menuju “polisi sipil” atau “polisi yang berwatak sipil” dan kedua dari perkembangan 
konsep pemolisian.  
Terlepasnya POLRI dari lingkungan TNI / ABRI merupakan momentum penting 
bagi POLRI untuk melakukan reformasi diri menjadi “polisi sipil”. Momentum ini antara 
lain ditandai dengan perubahan gaya pemolisian dari gaya pemolisian yang oleh  
Friedman disebut sebagai “pemolisian tradisional” atau oleh Sutanto disebut  
“pemolisian tim”,  yang antara lain bercirikan memandang institusi POLRI sebagai alat 
negara yang memegang otoritas penegakan hukum dalam menanggulangi kamtibmas.  
Cara pandang tersebut  mempengaruhi gaya pemolisian  yang dilakukan POLRI dengan 
diwarnai pendekatan kekuasaan, birokratis, reaktif dan bahkan represif serta 
mengabaikan peran serta masyarakat21. Gaya pemolisian tersebut terbukti kurang efektif 
mengingat kejahatan sebagai faktor potensial yang mengganggu terwujudnya kamtibmas 
merupakan masalah sosial yang komplek sehingga polisi bukan satu – satunya insitusi 
yang mampu menanggulanginya.  
Masyarakat  dengan mengandalkan norma – norma yang telah disepakati bersama 
dapat membentuk jaringan kontrol sosial informal yang kuat sehingga mampu 
mewujudkan kamtibmas tanpa kehadiran polisi berseragam.  Walaupun demikian 
masyarakat juga bukan segalanya, yang menciptakan kejahatan sekaligus mencegahnya, 
maka keberadaan dan kemitraan polisi – masyarakat merupakan keniscayaan 22. 
Membangun polisi sipil yang berbasis kemitraan polisi dengan masyarakat di 
samping didasarkan realitas tugas polisi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat 
juga dikuatkan dengan kajian – kajian strategi penanganan kejahatan. Kalau kejahatan 
bersumber dan merupakan cerminan masalah suatu masyarakat maka kejahatan dapat 
didekonstruksi menjadi bagian – bagian dalam komunitas dengan wilayah geografi kecil 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Robert R. Friedmann, 1998, Community Policing, Comparative Perspectives And Prospects, Kegiatan Polisi 
Dalam Pembinaan Keamanan dan Ketrtiban Masyarakat, Perbandingan Perspektyif dan Prospeknya, Cipta 
Manunggal, JakartadalamKunarto dan Ardian Syamsudin (Penyadur),  1998, Pembinaan Keamanan Dan 
Ketertiban Masyarakat, Perbandingan Perspektif Dan Prospeknya Dalam Kegiatan Polisi,   Cipta Manunggal, 
Jakarta, halaman 209, Sutanto at all, 2008,POLMAS Falsafah Baru Pemolisian Pensil – 324, Jakarta, halaman 
31, Latar Belakang  SKEP /737/X/2005 Tgl 13 – 10 – 2005 Tentang Kebijakan Strategi Penerapan Model 
POLMAS Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI 
22 ibid  halaman 8 – 9; 61 
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sehingga mudah dikelola dan dikendalikan. Dengan mempersempit pendekatan,            
titik – titik yang biasanya menimbulkan masalah (trouble spots) dapat diidentifikasi dan 
kemajuan pemecahan masalah dapat diukur23.  
Dengan kerangka pemikiran demikian maka pembangunan polisi sipil difokuskan 
pada bagaimana membangun kemitraan dengan masyarakat. Peran serta masyarakat tidak 
hanya bermakna simbolik “demokrasi peran serta” tetapi lebih jauh lagi menjalin 
kemitraan polisi dengan masyarakat (yang mengendalikan dan yang dikendalikan) yang 
tidak hanya bermakna berbagi wewenang dengan cara yang berbeda, tetapi suatu cara 
bagaimana masyarakat ikut dalam perencanaan, evaluasi dan menentukan siapa yang 
menjadi penanggungjawab serta  suatu pendekatan penanggulangan kejahatan dari 
pencetus (masyarakat)  sumber kejahatan berasal24.  
Dengan luasnya ruang lingkup yang harus direformasi, maka untuk mewujudkan 
polisi sipil  perubahan yang harus dilakukan mulai dari filosofi, strategi operasional 
sampai perubahan struktural / organisasi yang memerlukan desentralisasi pengambilan 
kebijakan sampai ditingkat sektor. Kerangka pemikiran tersebut diwujudkan dalam 
strategi pemolisian community policing  (selanjutnya disingkat CP) yang di Indonesia 
diadopsi sejak– Oktober– 2005 menjadi Pemolisian  / Perpolisian Masyarakat yang 
disingkat dengan POLMAS. 
Polmas sebagai padanan  kata dari Community Policing menurut Surat Keputusan 
(Skep) Kapolri No. 737 tahun 2005 lebih merupakan pembakuan istilah daripada sebagai 
terjemahan. Kata “policing” diterjemahkan menjadi “pemolisian” atau “perpolisian”. 
Kedua istilah tersebut dijelaskan dalam Peraturan KAPOLRI  No. 7 tahun 2008 tentang 
Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Tugas POLRI25.  
Sedang kata “community” padanan kata dalam istilah Polmas diterjemahkan 
menjadi “masyarakat”  yang seharusnya berasal dari kata “society”. Mengingat  
“masyarakat” secara sosiologis bersifat abstrak, maka kata “community” yang lebih tepat. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Sutanto at all, POLMAS, Falsafah Baru Pemolisian, Pensil – 324, Jakarta, halaman 92 - 93 
24 Robert R. Friedmann, op cit, halaman 209 - 210 
25Kalau dicermati istilah “perpolisian” digunakan SKEP 737 tahun 2005 tentang Kebijakan dan Strategi 
Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI (huruf tebal dan  miring dari 
penulis).   Sedang istilah Pemolisian digunakan Peraturan KAPOLRI No.7 tahun 2008  tentang Pedoman Dasar 
Strategi dan Implementasi Pemolisian  (huruf tebal dan  miring dari penulis) Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Tugas POLRI. Dalam  tulisan ini kedua iostilah tersebut digunakan dengan tidak 
membedakannya secara prinsipiil 
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Kata tersebut diartikan sebagai  kondisi masyarakat yang masing – masing anggota 
(individu) masih melakukan kontak fisik dan tatap muka (face to face) satu dengan 
lainnya. Dengan maksud tersebut kata “community” yang lebih tepat digunakan26. 
Dari uraian di atas Community Policing penerjemahan secara harfiah dalam 
bahasa Indonesia seharusnya “Pemolisian / Perpolisian Komunitas”. Terjemahan secara 
harfiah tersebut dirasakan kaku, sehingga digunakan istilah Pemolisian / Perpolisian 
Masyarakat yang disingkat Polmas.  Walaupun demikian apapun istilah yang digunakan 
sesungguhnya merujuk pada makna dan pengertian yang sama27.   
Dalam Bab Pendahuluan Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI No. 737  tahun 
2005 antara lain diuraikan tentang bentuk kemitraan  sejajar antara polisi dan 
masyarakat. Bentuk kemitraan tersebut diwujudkan dalam strategi POLMAS dengan 
memberdayakan masyarakat tidak hanya sebagai objek tetapi ditempatkan sebagai subjek 
dalam arti memberi peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sendiri       
masalah – masalah sosial yang berupa gangguan kamtibmas termasuk pertikaian antar 
warga baik perkara – perkara perdata maupun perkara pidana. Dalam hal ini pengertian 
sengketa warga hanya dibatasi perkara – perkara pidana khususnya  tindak pidana ringan 
/ tipiring28.   
Reformasi  POLRI khususnya perubahan struktur organisasi, telah dilaksanakan 
dengan prinsip desentralisasi pengambilan kebijakan sampai di ujung pengambilan 
kebijakan. Dikaitkan dengan fungsi POLMAS dalam menyelesaikan sengketa (tindak 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26Sutanto at all, op cit,  halaman 4 
27 ibid, halaman 3 - 4 
28 Penggunaan istilah tindak pidana ringan / tipiring digunakan sebagai batasan kajian yang  hanya membatasi  
pada  tindak pidana ringan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk membedakan dengan  istilah yang digunakan di 
masyarakat (secara sosilologis) yang lebih akrab menggunakan istilah “sengketa” atau “konflik”. Kedua istilah 
tersebut tidak dibedakan secara tajam oleh. Vilhelm Auber. Keduanya  diartikan : suatu  keadaan dimana dua 
orang atau lebih terlibat pertentangan secara terang – terangan. Merrils menggunakan istilah sengketa yang 
diartikan suatu perselisihan khusus yang terkait fakta, hukum atau kebijakan dimana dua pihak saling 
berhadapan antara yang mengklaim dan yang menolak. Secara teoritis dibedakan konflik kepentingan (conclict 
of interrest) dan kalim atas hak (claim of rights). Sedang Nader dan Todd membedakan keduanya dengan 
mendefinisikan konflik : keadaan dimana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak 
puas. Sedang sengketa : keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau dengan melibatkan 
para pihak. Sedang istilah sengketa lazim digunakan  dalam hukum perdata untuk membedakan dengan tindak 
pidana. Abu Rokhmad, 2009, Negara vs Petani, Konflik dan Resolusi Konflik Tanah Hutan Negara, Perspektif 
Sosio – Legal dan Hukum Islam, Walisongo Press, Semarang, halaman 10 - 12. Sedang secara normatif 
mengacu pada Pasal 205 KUHAP yang dimaksud dengan  tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda tujuh ribu lima ratus 
rupiah dan penghinaan ringan. Walaupun demikian dalam desertasi ini pengertiannya tidak dibatasi secara kaku, 
tetapi yang disepakati para pihak untuk diselesaikan melalui  FKPM. Pengertian ini akan dielaborasi lebih lanjut 
dalam pembaasan.      
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pidana ringan)  di tingkat sektor dibentuk Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat 
(selanjutnya disingkat FKPM) yang keanggotaannya mencerminkan keterwakilan semua 
unsur dalam masyarakat yang terdiri dari  petugas POLMAS dan pemerintah setempat 
(Kecamatan, Desa / Kelurahan, Rukun Warga / RW dan Rukun Tetangga / RT).  FKPM 
merupakan forum penyelesaian sengketa (tindak pidana ringan)  dengan cara 
musyawarah – mufakat. Penekanan penyelesaian tindak pidana ringan secara informal 
melalui media FKPM ini ditunjukkan dengan kewenangan POLSEK mengembalikan 
suatu tindak pidana ringan yang terlanjur diproses secara formal untuk diselesaikan 
secara musyawarah – mufakat melalui FKPM29.    
 
2. Rumusan Masalah 
Dari uraian pada bab Latar Belakang Masalah dan sub bab Fokus Studi di atas, 
maka permasalahan yang akan diteli dan dikaji dalam disertasi ini dirumuskan sebagai 
berikut :  
1. Bagaimanakah  praktik  penyelesaian tindak pidana ringan melalui Forum 
Kemitraan Polisi – Masyarakat (FKPM) ? 
2. Bagaimana optimalisasi  FKPM  sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana 
ringan  ? 
 
3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran FKPM sebagai model 
alternatif penyelesaian TIPIRING. Untuk maksud tersebut, pertama akan diteliti praktik 
penyelesaian TIPIRING melalui FKPM di lokasi penelitian. Berdasarkan temuan 
penelitian akan diidentifikasi permasalahan dan potensi FKPM sebagai model alternatif 
penyelesaian TIPIRING. Kedua, menindaklanjuti langkah pertama akan dilaksanakan 
kajian optimalisasi FKPM baik dari aspek kebijakan pengaturan, kelembagaan, 
manejemen, kesiapan polisi dan masyarakat, serta aspek – aspek lain  yang belum 
teridentifikasi dalam rangka optimalisasi peran FKPM sebagai model alternatif 
penyelesaian TIPIRING.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Buletin Kenthongan, 2008, Menyemai Benih Saling Percaya Antara Polisi & Masyarakat, Edisi Mei – 
Juni 2008, halaman 9 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengambil 
kebijakan untuk menindak lanjuti janji Presiden SBY yang akan menyusun lembaga dan 
mekanisme khusus untuk penyelesaian TIPIRING. Disamping itu diharapkan 
memberikan kontribusi kepada Polri untuk bahan evaluasi dan rencana pengembangan 
POlMAS sebagai bagian dari reformasi Polri.   
 
4. Metode Penelitian : 
1. Searah dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, penelitian ini 
menggunakan metode Socio Legal. Pilihan metode ini maka penelitian ini 
dilaksanakan dengan kerangka induktif, di awali dengan penelitian lapangan tentang 
bagaimana praktik penyelesaian TIPIRING melalui FKPM di lokasi penelitian. Dari 
hasil penelitian digunakan untuk menganalisis peluang dan hambatan optimalisasi 
FKPM sebagai model penyelesaian TIPIRING dari berbagai aspek. 
2. Metode analissa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif , yang dalam 
penelitian ini ditandai dengan : (i) kasus – kasus yang diteliti ditempatkan  pada skala 
mikro dan (ii) mengungkapkan realitas struktural dengan mengungkap nilai, ide, 
makna dan keyakian yang individualized dan tersembunyi di relung – relung 
informan. Dengan istilah yang lebih populer penelitian ini beranjak dari to learn from 
the people dan bukan to learn about people.30 
3. Lokasi penelitian  di Kota Salatiga. Kota tersebut merupakan diantara  kota di Jawa – 
Tengah yang menonjol aktivitas FKPM – nya. Diantara penyebabnya di kota tersebut 
pengembagan FKPM didukung pendanaan  dari The Asia Foundation (TAF)   yang 
dilaksanakan oleh Lembaga Percik.  Lokasi yang diteliti  difokuskan di tiga 
kelurahan, yaitu (i) Kelurahan Kutowinangun kecamatan Tingkir, (ii) Kelurahan 
Pulutan Kecamatan Sidorejo dan (iii) Kelurahan Cebongan Kecamatan Argo Mulyo. 
Pilihan tiga kelurahan di atas didasarkan pada pertimbangan kecukupan (adequacy) 
dan kesesuaian (appropriateness) data31. Kecukupan didasarkan pada pertimbangan 
ketiga kelurahan dipandang merepresntasikan kelurahan yang berada di perkotaan 
(Kelurahan Kutowinangun), kelurahan yang merepresentasikan wilayah pinggir kota 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30  Soetandyo Wignjosoebroto,  2009, Ragam – Ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum,  
    Konstelasi dan Refleksi,  Sulistyowati Irianto dan Shidarta, ed, Yayasan Obor Indoensia, Jakarta            
    halaman, 169  
31  Norman K. Dinzen dan  Yvonna S. Lincoln, 2009, Handbook of Qualitative Research, Pustaka Pelajar,  
    Yogyakarta, , halaman 279 – 280 dan 292	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(Kelurahan Pulutan) dan kelurahan yang merepresentasikan wilayah transisi dari 
wilayah pinggiran menjadi wilayah perkotaan sejak terjadi perluasan wilayah Kota 
Salatiga pada tahun 1992  (Kelurahan Cebongan). 
4. Teknik analisis data32 digunakan Analisis Lintas Kasus (Cross Case Analysis). Kasus 
dalam analisis ini tidak kasus tunggal (single case) tetapi bebrapa kasus dengan 
beragam situasi, yang dalam penelitian ini beragam jenis kasus tindak pidana ringan 
di tiga kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian. Tujuan digunakan teknik analisis 
tersebut pertama untuk  memperluas validitas eksternal suatu kasus dengan 
mencermati berbagai perilaku dalam berbagai situasi. Kedua untuk mengidentifikasi 
konfigurasi – konfigurasi yang teramati dalam kasus– kasus yang dikaji yang 
berwujud pada para pelaku, sistimatika kerja dan pengaruh – pengaruh kausal33. 
5. Sedang strategi Analisis Lintas Kasus yang digunakan adalah Strategi Berorientasi 
Kasus (Case Oriented Startegies)34   yang dalam penelitian ini dilaksanakan dengan 
mengkaji penyelesaian tindak pidana ringan di satu kelurahan untuk  kemudian 
diperbandingkan dengan penyelesaian kasus yang sama di kelurahan lain yang sudah 
ditentukan sebagai lokasi penelitian.  Dengan perbandingan tersebut akan ditemukan 
persamaan dan perbedaan model penyelesaian tindak pidana ringan di dua kelurahan 
tersebut.    
   
5. Hasil Temuan dan Pembahasan 
a. Kriteria  Yang Diselesaikan Melalui FKPM 
1) Dekonstruksi Tindak Pidana 
Diantara prinsip penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative justice, mediasi 
penal dan pendekatan community policing yang menjadi dasar penyelesaian kasus 
melalui FKPM adalah mendekonstruksi tindak pidana menjadi permasalahan sosial 
/ permasalahan yang melibatkan para pihak. Dekonstruksi ini ditandai dengan tidak 
dipatuhinya rambu – rambu perkara yang menjadi wewenang FKPM yang diatur 
secara limitatif dalam Skep Kapolri No.433 tahun 2006 oleh pengurus FKPM. Dari 
hasil penelitian ditemukan bukti – bukti penyimpangan tersebut.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 A. Michael Huberman dan Mattew B. Miles menyebut ada beberapa metode analisi data yang disebut, antara  
    lain : (i) AnalisisMelalui Rancangan Penelitian; (ii) Analisis Interm; (iii) Penelitian Berulang dan (iv) Analisis  
    Kasus, ibid, halaman 595 sd 601	  
33 Ibid, halaman 600 - 601  
34 Ibid, halaman 602  
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a) Dari data aktivitas FKPM dalam penanganan kasus, khususnya yang nampak 
dari tabel 16 terlihat kasus tindak pidana berat yang dilaporkan ke pengurus 
FKPM Kelurahan Pulutan justru didominasi oleh kasus tindak pidana berat (52, 
94 %). Sedang tindak pidana ringan dan pertikaian antar warga yang menjadi 
wewenang FKPM masing – masing hanya   8,82 %. Sebaliknya kondisi ideal 
terjadi di FKPM Kelurahan Kutowinangun yang ditandai dengan kasus yang 
dilaporkan dan diselesaikan melalui FKPM didominasi kasus tindak pidana 
ringan (69,23 %) sedang kasus tindak pidana berat  yang dilaporkan 15,38 %. 
Dari data yang ada banyaknya kasus tindak pidana berat yang dilaporkan ke 
FKPM tidak banyak artinya karena pada akhirnya FKPM tidak mampu 
menyelesaikan kasus tersebut. 
Adanya perbedaan data perkara yang ditemukan di FKPM Kelurahan Pulutan 
dan FKPM Kutowinangun disebabkan :          (i) faktor ketua FKPM dan (ii)  
kondisi masyarakat.  Ketokohan HM Syafi’i sebagai Ketua FKPM Kelurahan 
Pulutan  yang cukup kuat.   
Ketokohan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi teramati dengan laporan 
yang terbaca pada Buku “Wira – Wiri” yang tidak semua laporan berisi tindak 
pidana ringan / sengketa antar warga, tetapi tercantum pula laporan tentang 
peristiwa – peristiwa kecil yang dihadapi  warga seperti penemuan dompet di 
Masjid, sepeda motor yang diparkir di halaman warga selama berjam – jam 
sehingga menimbulkan kecurigaan sampai ada laporan seorang ibu yang 
anaknya hamil di luar nikah. 
Konteks Kelurahan Kutowinangun yang berada di wilayah perkotaan 
diantaranya ditandai dengan heterogenitas masyarakatnya dilihat dari mata 
pencaharian, agama dan jumlah penduduk pendatang. Karakteristik masyarakat 
tersebut berpengaruh pada jenis kasus yang ditangani FKPM Kutowinangun. 
Kasus – kasus yang mencerminkan karakteristik tersebut antara lain perkelahian 
antar pengamen, penganiayaan pemilik toko mebel asal Jepara, kekerasan dalam 
rumah tangga yang melibatkan anggota keluarga yang bertempat tinggal di luar 
kota dan kasus minuman keras yang sampai menyebabkan korban jiwa.   
b) Data deskripsi kasus, ditemukan perkara – perkara yang tergolong dalam tindak 
pidana berat, misalnya kasus percobaan perkosaan dan penganiayaan berat, 
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kasus KDRT, kasus kecelakaan lalu – lintas dan kasus pencurian (hanya di 
Kelurahan Pulutan.   
Dari data di atas dapat ditarik benang merah bahwa kasus yang dilaporkan ke 
Pengurus FKPM dipengaruhi : (i) pemaknaan masyarakat terhadap pengurus 
FKPM dan (ii) karakteristik masyarakatnya. Masyarakat yang homogen seperti 
di Kelurahan Pulutan memaknai Pengurus FKPM sebagai tokoh masyarakat 
yang layak menerima segala laporan masyarakat sebagaimana terpapar di atas. 
Sebaliknya masyarakat Kelurahan Kutowinangun yang heterogen lebih 
menempatkan Pengurus FKPM secara fungsional. Penempatan tersebut 
berpengaruh terhadap kasus yang dilaporkan.  
 
2) Alasan – Alasan Dekonstruksi Tindak Pidana 
Kalau secara teoritis dekonstruksi tindak pidana merupakan langkah awal untuk 
penyelesaian kasus tindak pidana dengan cara – cara perdata (civilitation), maka 
temuan hasil penelitian memperkaya alasan tersebut.    
Berdasarkan data yang tersaji ditemukan dua penyebab yang menarik yaitu : (a) 
adanya relasi antara pelaku dengan korban dan (b) tempat kejadian perkara (locus 
delicti).  
a) Adanya Relasi Antara Pelaku Dengan Korban  
Faktor  yang menyebabkan adanya kasus – kasus tindak pidana berat yang oleh 
korban dilaporkan ke FKPM,  karena adanya relasi pelaku dan korban. Dari 
hasil temuan yang terbaca di tabel 2 dan 3, sebagian besar perkara yang masuk 
ke FKPM terdapat relasi dalam bentuk hubungan  yang saling kenal antara 
pelaku dan korban. Temuan tersebut terlihat jelas FKPM Kelurahan 
Kutowinangun yang    ditemukan : (i)  enam kasus (46,15 %) hubungan antara 
korban dan pelaku adalah tetangga; (ii) lima kasus  (38,46 %) sesama aggota 
keluarga dan dua kasus (15,38 %) terkait dengan hubungan kerja (antara 
majikan dengan pekerja) dan hubungan fungsional (antara guru dengan murid).  
Data yang tidak jauh berbeda ditemukan di FKPM Kelurahan Pulutan. Apabila 
kasus pencurian dan kecelakaan lalu – lintas, diabaikan karena tidak adanya 
relasi antara korban dengan pelaku (karena pelaku belum diketahui) dan kasus 
kecelakaan lalu – lintas yang tidak melibatkan warga secara langsung, maka 
akan ditemukan besaran angka yang relatif sama. Ditemukan lima kasus (45,45 
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%)  yang antara korban dengan pelaku adalah tetangga sendiri, tiga kasus (27,27 
%) memiliki hubungan saudara dan tiga kasus hubungan pekerjaan / fungsional 
dengan prosentase yang sama.  Berdasarkan data deskripsi kasus ditemukan 
gejala yang sama, yaitu antara pelaku dan korban ada hubungan yang saling 
kenal dengan berbagai variasi.  
b) Tempat Kejadian Perkara (locus delicti) 
Adanya hubungan yang khusus antara korban dan pelaku terlihat pula pada 
faktor tempat terjadinya perkara (locus delicti). Dari kajian dokumen  perkara 
yang dislesaikan melalui FKPM di dua Keluarahan yang diteliti terdapat dua 
kemungkinan tempat terjadinya perkara, yaitu di lingkungan rumah dan 
lingkungan keluarahan yang dapat dipersempit di lingkungan  RT / RW. Di 
Kelurahan Pulutan dan Kutowinangun ditemukan kecenderungan  yang sama. 
Di FKPM Kelurahan Pulutan ditemukan perbedaan yang drastis antara kasus 
yang terjadi di lingkungan kelurahan sebanyak  32 kasus (94,12 %). Sedang 
yang terjadi di lingkungan rumah hanya ditemukan dua kasus   ( 5,88 %).  Di 
FKPM Kelurahan Kutowinangun dua kemungkinan tempat terjadi perkara 
hampir seimbang. Kasus yang terjadi di lingkungan kelurahan sebanyak tujuh 
kasus (58,85 %), sedang yang terjadi di lingkungan rumah sebayak 6 kasus 
(46,15 %).  
Data yang terungkap berdasarkan relasi korban dengan pelaku dan tempat 
terjadinya perkara menegaskan adanya hubungan yang saling kenal antara 
pelaku dan korban. Dengan kondisi demikian dari hasil wawancara dengan 
informan menguatkan kecenderungan sebagaimana yang terungkap dari data 
tertulis. Menurut penuturan JKK, suami SKK yang menjadi korban percobaan 
perkosaan dan penganiayaan berat yang dilakukan remaja tetangga yang 
mengalami gangguan jiwa, justru meminta kepada Ketua RW untuk tidak 
membawa kasus yang menimpa istrinya ke polisi. Pertimbangan yang 
diungkapkan JKK, karena mengenal pelakunya  adalah tetangganya sendiri yang 
sejak kecil mengalami gangguan jiwa.Hal yang sama disampaikan : (i) Trimono, 
korban pencurian satu kaleng sosis yang dilakukan anak YSPKK; (ii) KKK 
korban pencurian uang sebanyak Rp.465.000,- yang dilakukan anak RNA; (iii) 
KAP korban pencurian uang Rp.100.000,- diwarungnya yang dilakukan anak 
RP dan AP serta (iv) KP korban pencurian Hand Phone (HP) yang dilakukan 
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anak RP. Korban tindak pidana ringan tersebut sepakat tidak mengajukan 
perkara yang melibatkan diri mereka sebagai korban karena mengenal pelaku 
karena hubungan tetangga.  
Terkait dengan korban sudah mengenal pelaku yang tetangga sendiri, 
mempertimbangkan faktor lain yang terkait, yaitu menjaga hubungan 
ketetanggaan. Mereka khawatir kalau perkara tersebut dilanjutkan ke polisi akan 
merusak hubungan ketetanggaan / kekeluargaan  Dari keterangan – keterangan 
dan data di atas menegaskan alasan korban tindak pidana (bahkan untuk  tindak 
pidana berat) tidak mengajukan kasusnya ke polisi dengan alasan :  
1) korban mengenal pelaku karena hubungan tetangga; 
2) terkait dengan di atas, korban didorong pula untuk menjaga hubungan 
ketetanggaan yang baik; 
3) Mengenal pelaku secara dekat melahirkan pertimbangan – pertimbangan 
yang terkait dengan situasi dan kondisi pelaku, misalnya pelaku adalah 
anak yatim atau secara ekonomis kekurangan. 
 
c. Implikasi Dekonstruksi Tindak Pidana Pada Penyelesaian Kasus Dengan 
Pendekatan Restorative Justice, Mediasi Penal dan Community Policing Yang 
Diimplementasikan Dalam FKPM 
Hubungan yang saling kenal antara pelaku dan korban, memperkuat   prinsip – 
prinsip  penyelesaian kasus melalui pendekatan restorative justice, mediasi penal 
dan community policing yang diimplementasikan dalam FKPM. Prinsip – prinsip 
tersebut antara lain :  
Alasan – alasan “pemaaf” kepada pelaku dengan berbagai variasinya dalam 
penelitian ditemukan alasan seperti : masih tetangga sendiri, keluarga yang tidak 
mampu, keluarga yang tidak harmonis karena   bapak – ibunya berpisah dan 
diketahui pelaku memiliki gangguan jiwa.  Untuk memudahkan pencermatan 
terhadap temuan – temuan penelitian tentang kondisi pelaku dapat disusun dalam 
tabulasi sebagai berikut :   
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Tabel Berbagai Pertimbangan Kondisi Pelaku 
No Kasus  Pertimbangan Kondisi Pelaku 
1. pencurian buku 
SD 
1) Pelaku masih anak – anak yang masih dapat dibina  
2) tidak ada kerugian karena buku yang dicuri 
dikembalikan 
2. Pencurian satu 
kaleng sosis 
Kondisi ekonomi pelaku dan anak yatim 
3. Pencurian uang di 
Canden Kuto 
Winangun 
 
1) kedua belah pihak saling memaafkan 
2) uang hasil pencurian dikembalikan kepada korban 
3) pelaku berjanji tidak megulangi perbuatannya  
4. Pencurian uang di 
Pulutan 
 
1) korban tidak mengharap uang dicuri dikembalikan 
karena hanya Rp.100.000,- tetapi mengharap pelaku 
tidak mengulangi lagi 
2) ibu pelaku menyatakan penyesalannya dan 
meminta maaf kepada keluarga korban 
5. Pencurian HP di 
pulutan 
 
1) korban tidak menghendaki penyelesaian melalui 
pengadilan karena pelaku masih anak – anak dan 
masih tetangga sendiri 
2) kedua belah pihak saling memaafkan 
3) HP yang dicuri dikembalikan kepada korban 
 
Tabel di atas melengkapi alasan pak JKK suami korban percobaan perkosaan dan 
penganiayaan berat yang tidak mengajukan perkara ke pengadilan. Ragam alasan 
yang dikemukakan korban menegaskan tentang pertimbangan – pertimbangan atau 
alasan – alasan korban untuk tidak mengajukan perkara ke pengadilan formal  yang 
terkait dengan kondisi pelaku. Menambah pertimbangan – pertimbangan di atas 
ditemukan dari hasil wawancara dengan informan lain, yaitu  Rudy Cahya 
Kurniawan,  Kasat  Serse  Polres Salatiga yang menyebutkan syarat – syarat 
perkara yang dapat diselesaikan melalui FKPM :  
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a. Bukan kasus – kasus yang menonjol / menjadi perhatian masyarakat  seperti 
kasus perkosaan, pembunuhan dan lainnya; 
b. Kesediaan para pihak khususnya korban untuk penyelesaian secara 
musyawarah dan bebas dari tekanan; 
c. Pelakunya masih dapat dibina; 
d. Keluarga pelaku / pelaku bersedia minta maaf kepada keluarga korban / 
korban; 
e. Pelaku bersedia mengganti kerugian 
f. Perkara ringan yang menimbulkan kesulitan dalam  mengajukan alat bukti 
dipersidangan, misalnya pencurian pisang35. 
Pendapat senada dikemukakan oleh H.Bejo Urip Suhardjo Ketua FKPM Kelurahan 
Kutowinangun  yang mengemukakan kriteria perkara yang diselesaikan melalui 
FKPM, yaitu :  
a. Mempertimbangkan kondisi sosial – ekonomi pelaku (penghasian kecil 
dengan tanggungan anak banyak dan masih kecil – kecil); 
b. Baru pertama kali melakukan tindak pidana  (first offender) yang 
diperkirakan pelaku  masih dapat dibina; 
c. Pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan 
d. Bersedia mengganti kerugian sebagai wujud itikad baiknya 
e. Berjanji tidak mengulang perbuatannya36 
Dua pendapat di atas menegaskan kriteria tindak pidana ringan yang akan  
diselesaikan melalui FKPM tidak hanya dilihat dari sisi obyektif  (perbuatan), 
tetapi juga mempertimbangkan aspek subyektif yaitu aspek yang melekat pada 
pelaku. Tambahan syarat yang dikembangkan dalam praktik tersebut, kalau dari 
dua pendapat tersebut dikombinasikan, dan  dirumuskan dalam rumusan teoritis,  
syarat terkait pelaku tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :   
a. kesediaan   untuk meminta maaf kepada korban / keluarga korban; 
b. kesediaan mengganti kerugian 
c.  kondisi sosial – ekonomi  
d. baru pertama kali melakukan tindak pidana (first offender) 
e. pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35  Wawabcara dengan Rudy Cahya Kurniawan, Kasat Serse Polres Salatiga, tanggal 7 Pebuari - 2012   
36  Wawancara dengan H.Bedjo Urip Suhardjo, Ketua FKPM Kelurahan Kutowinangun, 24 – 10 - 2011	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f. bersedia mengganti kerugian sebagai wujud itikad baiknya 
g. berjanji tidak mengulang perbuatannya. 
Temuan hasil penelitian di atas menunjukkan adanya kesesuaian hasil penelitian 
dengan kerangka teoritik tentang prinsip – prinsip penyelesaian perkara melalui 
restorative justice, mediasi penal dan pendekatan community policing yang 
diimplementasikan dalam penyelesaian kasus melalui FKPM.  
Kelebihan temuan – temuan tersebut dapat diperbandingkan dengan  alasan – 
alasan yang yang sama dengan mengacu hukum pidana. Dilihat dari sudut 
pandang hukum pidana pemberian maaf ini menjadi komplek / rumit karena 
alasan – alasan tersebut ditetukan secara limitatif dalam undang – undang 
seperti  alasan pengahapus pidana dalam KUHP37.  
  
b. Mekanisme  Penyelesaian Kasus 
Dari uraian tentang titik singgung penyelesaian kasus dengan pendekatan restorative 
justice, mediasi penal dan pendekatan community policing diantaranya  ditandai 
dengan mekanisme penyelesaian perkara dengan cara musyawarah. Proses tersebut 
memberi ruang kepada para pihak khususnya korban untuk menentukan keputusan 
akhir. Disamping itu masyarakat baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung 
juga berperan dalam proses maupun mengawal hasil dari proses tersebut.  
Ciri – ciri mekanisme penyelesaian kasus dengan pendekatan ini tidak bersifat formal 
/ kaku, tetapi menyesuaikan kasus yang diselesaikan atau kehendak para pihak dan 
masyarakat. Konsekwensi dari ciri – ciri tersebut maka mekanisme penyelesaian 
perkara yang telah ditetapkan dalam Skep Kapolri N0, 433 tahun 2006 dalam praktik 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37P.A.F. Lamintang menjelaskan Alasan Penghapus Pidana yang diatur dalam KUHP dengan rincian 
sebagai berikut	  :  Pasal 44 tentang orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; 
Pasal 48 tentang  overmacht; Pasal 49 ayat (1) tentang noodweer; Pasal 49 ayat (2) tentang 
noodweerexces, Pasal 50 tentang orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan 
sesuatu perundang – undangan; Pasal 51 ayat (1) orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk 
melaksanakan suatu “ambtelijk bevel” atau suatu “perintah jabatan” yang telah diberikan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk memberikan perintah semacam itu; Pasal 51 ayat (2) tidak dapat 
dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu tindakan untuk melaksanakan suatu “ambtelijk bevel” 
atau suatu “perintah jabatan” yang telah diberikan oleh kekuasaan yangtidak berwenang untuk 
memberikan perintah semacam itu, asalkan perintah tersebut oleh orang yang mendapat perintah 
dengan itikad baik telah dianggap sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh kekuasaan yang 
memang berwenang untuk memberikan perintah seperti itu dan pelaksanaan dari perintah tersebut 
memang terletak di dalam lingkungan pekerjaannya; Pasal 59 tidak dapat dihukumnya pengurus atau 
komisaris – komisaris karena pelanggaran, yaitu apabila pelanggaran tersebut telah terjadi di luar 
pengetahuan mereka.P.A.F Lamintang, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, CV Sinar Baru, 
Bandung, 1984, halaman 371 – 372.  
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banyak disimpangi. Penyimpangan tersebut teridentifikasi dalan penelitian meliputi : 
(i) model penyelesaiannya dan (ii) mekanisme. Penyimpangan model penyelesaiannya 
ditemukan tiga model yang tidak seluruhnya sesuai dengan Skep Kapolri. Demikian 
pula dengan mekanismenya, pengurus FKPM dalam praktik mengembangkan sendiri 
mekanisme penyelesaian kasus dengan mempertimbangkan sifat perkara dan harkat 
martabat para pihak (baca terbuka dan tertutup). Hasil penelitian juga menemukan 
kelemahan / keterbatasan penyelesaian perkara melalui FKPM. Di sisi lain juga 
menemukan keunggulan / daya dukung yang merupakan keunngulan penyelesaian 
perkara melalui FKPM di lokasi penelitian.  
1) Model Penyelesaian Kasus 
Dari tiga  belas kasus yang dideskrpsikan di atas, terlihat adanya  tiga  mekanisme 
penyelesaian kasus – kasus yang dilaporkan masyarakat. 
a) Korban Langsung Melapor Ke  FKPM  
1) Setelah menerima laporan dari korban, pengurus  FKPM melakukan seleksi 
perkara.  
2) Apabila berdasarkan seleksi Pengurus FKPM menyatakan berwenang, maka 
laporan diproses untuk diselesaikan. 
Catatan : 
Mekanisme ini tercermati pada hampir kasus yang dicermati kecuali                 
(i) percobaan perkosaan dan penganiayaan berat, (ii) pencurian yang dilakukan 
oleh anak kecuali kasus pencurian buku,  (iii) kasus KDRT kecuali kasus WTK, 
(iv) kasus tawuran massa  dan (v) kasus penganiayaan ringan.   
b) Pelimpahan Perkara Dari Polisi  
Dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu dan dengan persetujuan pelapor / 
korban, perkara yang semula dilaporkan korban ke polisi, dilimpahkan ke 
FKPM untuk diselesaikan melalui FKPM (Kasus KDRT atas nama WKK 
dengan DIK).   
c) Penyelesaian Kasus Di Tingkat RW 
Korban lapor ke ketua RW. Dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, 
perkara diselesaikan di tingkat RW. Hasil penyelesaian di tingkat RW (berupa 
Surat Kesepakatan Bersama / SKB) terdapat yang di laporkan ke Pengurus 
FKPM (kasus pencurian buku oleh siswa SD Kutowinagun IV). Dalam praktik 
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penyelesaian perkara di tingakt RW juga ada yang tidak dilaporkan kepada 
Pengurus FKPM  (Kasus percobaan perkosaan dan penganiayaan) 
Dari hasil penelitian ditemukan tiga  model mekanisme penyelesaian tindak 
pidana ringan. Pertama, masyarakat lapor ke pengurus FKPM. Berdasarkan 
laporan tersebut FKPM dengan mekanisme tertentu menyelesaikan kasus 
tersebut secara musyawarah. Kemungkinan kedua, suatu perkara sudah 
diperiksa polisi, tetapi dengan pertimbangan perkara tersebut perkara tindak 
pidana ringan, dan korban bersedia diselesaikan secara musyawarah, maka 
perkara tersebut dilimpahkan ke FKPM setempat untuk diselesaikan secara 
musyawarah. Ketiga, masyarakat / korban melapor ke Ketua RW, dengan 
pertimbangan – pertimbangan tertentu perkara diselesaikan di tingkat RW. Dari 
hasil penelitian hasil penyelesaian tersebut ada yang dilaporkan dan diarsipkan 
di Pengurus FKPM dan ada yang tidak dilaporkan ke Pengurus FKPM. Ketiga 
model tersebut akan diulas satu persatu.  
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ad 1) Penyelesaian Kasus Melalui FKPM   
Model pertama dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: 
Model 1 :  Model Penyelesaian Kasus Melalui FKPM 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masya- 
rakat /  
Korban  
Tindak 
Pidana 
Ringan  
Lapor 
FKPM 
Seleksi	  
perkara	  
Berwenang 
 
Tidak 
Berwenang 
Konfirmasi 
ke  pelaku 
 
Diteruskan 
ke Polisi 
 
Musyawarah 
 
	  
Proses 
Peradilan  
Pidana 
 
Putusan  
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  /	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  Pihak	  Keberatan	  
Atas	  Putusan	  FKPM	  
Diteruskan	  ke	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Catatan dari skema  Model 1 : 
1) Setelah pengurus FKPM menerima laporan dari korban, melakukan seleksi 
perkara untuk menentukan apakah FKPM berwenang menyelesaikan laporan 
korban tersebut; 
     Dalam melaksanakan seleksi perkara sudah terdapat ketentuan normatif yang 
diatur (i) Surat Keputusan Kapolri / Skep No.433 tahun 2006 adalah 
pengurus FKPM. Kriteria tersebut tidak sama persis dengan (ii) KUHAP dan 
perundang – undangan lain. Rambu – rambu (i) dan (ii) dalam praktik tidak 
dikukuhi pengurus FKPM. Mereka tidak mengacu secara kaku rambu – 
rambu normatif dan pejabat yang kompeten, tetapi menentukan sendiri 
dengan mengkaitkan (1) kondisi pelaku. Dengan kata lain pengurs FKPM 
tidak hanya mendasarkan pada (2) kriteria perbuatan (aspek obyektif / aspek 
dapat dipidananya perbuatan), tetapi mengkaitkan pula dengan (3) aspek 
subyektif (kondisi pelaku). Dari ketiga kategori kriteria perkara yang dapat 
diselesaikan melalui FKPM / kriteria tindak pidana ringan  dapat ditabulasi 
sebagai mana dalam Tabel 8. 
2) Apabila berdasarkan proses seleksi perkara disimpulkan, perkara dapat 
diselesaikan melalui FKPM dilaksanakan musyawarah sampai ada 
keputusan. 
3) Apabila para pihak tidak sepakat atau keberatan dengan hasil musyawarah, 
pihak yang keberatan dapat mengajukan perkara ke proses peradilan pidana. 
4) Hak para / salah satu pihak yang tidak sepakat dengan hasil musyawarah 
FKPM tersebut merupakan kontrol atas putusan FKPM yang dianalogkan 
dengan upaya hukum dalam peradilan formal.  
5) Sebaliknya apabila berdasarkan seleksi perkara, disimpulkan perkara bukan 
wewenang FKPM, perkara dilanjutkan ke polisi untuk diproses dalam 
peradilan pidana (misalnya terdapat kompleksitas masalah hukum yang ada 
dalam perkara).   
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Ad 2) Pelimpahan Kasus Dari Polisi ke FKPM 
 Model kedua dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :  
Model 2 : Pelimpahan Kasus Dari Polisi ke FKPM   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan dari Model 2 : 
1) Setelah melakukan pemeriksaan perkara dari laporan korban (tahap 
penyelidikan), polisi menyimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan 
perkara ringan yang dapat diselesaikan melalui FKPM. 
2) Polisi meminta persetujuan korban untuk penyelesaikan perkara melalui 
proses musyawarah lewat FKPM dengan didahului dengan penjelasan 
tentang konsekwensi penyelesaian perkara  melalui peradilan formal. 
Masyarakat	  
/	  Korban	  
Tindak	  
Pidana	  
Polisi 
1.	  Perkara	  	  	  	  
	  	  	  Merupa	  
	  	  	  kan	  tindak	  	  	  
	  	  	  pidana	  	  
	  	  	  ringan	  
2.	  kesediaan	  	  
	  	  	  	  korban	  	  	  
	  	  	  	  bermusya-­‐	  	  	  
	  	  	  warah	  
3.	  Polisi	  
	  	  	  	  Melaksa-­‐	  
	  	  	  	  nakan	  	  	  
	  	  	  	  seleksi	  	  	  
	  	  	  	  perkara	  /	  	  
	  	  	  	  diskresi	  
	  
FKPM 
Proses  
Model 1 
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Sebaliknya memberi penjelasan tentang hal – ikhwal penyelesaian perkara 
melalui FKPM dengan kelebihan dan kekurangannya. 
3) Apabila korban / pelapor setuju, perkara dilimpahkan ke FKPM setempat 
dan selanjutnya diselesaikan melalui skema 1.   
Model ini  secara normatif bertentangan dengan  asas legalitas dalam hukum 
acara pidana yang mewajibkan jaksa  untuk melakukan penuntutan terhadap 
perkara yang telah terdapat cukup bukti38. Dalam hal  ini pengertian jaksa 
diperluas pengertiannya termasuk kewajiban polisi dan aparat penegak hukum 
yang lain untuk melakukan penyidikan dan tindakan hukum lain  dalam 
kerangka sistem / proses peradilan pidana.  
Langkah  ini merupakan diskresi polisi, yang diartikan M Faal sebagai  
kebijaksaan berdasarkan kekuasaannya (power) untuk melakukan suatu 
tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya39. Pada saat 
melaksanakan diskresi,  polisi dihadapkan pada dilema pertimbangan hukum 
dengan pertimbangan moral40. Walaupun cenderung mengedepankan 
pertimbangan moral demi kepentingan yang lebih luas dari pada sekedar 
penegakan hukum dalam arti sempit, diskresi tetap dilakasanakan berdasarkan 
hukum. Pemaknaan “berdasarkan hukum” dikaitkan dengan fungsi kepolisian 
yang diatur pada Pasal 2 Undang – Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Pasal tersebut merumuskan  fungsi kepolisian tidak 
hanya sebagai penegak hukum saja, tetapi juga melaksanakan fungsi sebagai 
fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pertimbangan yang cenderung pada pertimbangan  moral  dari pada 
pertimbangan hukum,  merupakan implementasi  fungsi – fungsi kepolisian 
selain sebagai fungsi penegak hukum.  
Lebih lanjut M Faal membandingkan diskresi polisi dengan asas opotunitas 
yang dimiliki Kejaksaan Agung yang dapat ditabulasikan sebagai berikut 41:    
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Sudarto, Hukum Pidana I, op cit, halaman 22 
39 M Faal,  Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Polisi), PT Pradnya Paramita, Jakarta, 
1991, halaman 15 – 16.  
40 Ibid 
41 Ibid halaman 19 - 20   
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Tabel Perbandingan Diskresi Kepolisian Dengan 
Asas Opportunitas Kejaksaan Agung 
No Diskresi Kepolisian Asas Oportunitas Kejaksaan Agung 
1., Dilaksanakan terhadap perkaran 
yang belum masuk dalam proses 
peradilan pidana (kemungkinan 
masih pada tahap penyelidikan) 
Terhadap perkara yang sudah masuk dalam 
proses (peradilan pidana) dan telah 
memenuhi ketentuan hukum formal yang 
diperkuat dengan alat – alat bukti yang 
cukup  
2. Masih ada kemungkinan untuk 
dibatalkan baik oleh yang 
berkepentingan (korban) atau 
oleh Jaksa melalui Pra – 
Peradilan (Pasal 80 KUHAP) 
Tidak dapat diajukan  keberatan oleh 
siapapun termasuk oleh Mahkamah Agung 
(Pasal 35 point (c) UU No. 16 tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia) 
3.  Dapat dilaksanakan oleh setiap 
polisi yang sedang menangani 
perkara secara langsung 
Hanya wewenang Jaksa Agung, setelah 
memperhatikan saran dan pendapat dari 
badan – badan kekuasaan negara yang 
mempunyai hubungan  dengan masalah 
tersebut (Penjelasan Pasal 35 huruf (c)  
4. Alasan untuk kepentingan 
pelaku sendiri, walaupun ada 
kemungkinan untuk kepentingan 
umumn dengan kadar yang lebih 
kecil dibanding pengertian 
kepentingan umum dalam 
oportunitas 
Untuk kepentingan umum. Berdasarkan 
Penjelasan Pasal 35 huruf (c) diartikan 
sebagai “kepentingan bangsa dan negara 
dan atau kepentingan masyarakat luas. 
.5. Dilakukan pada kasus – kasus 
ringan / kasus – kasus rutin 
sehari – hari seperti pencurian 
ringan 
Kasus besar yang berdampak secara 
nasional, sehingga harus dimusyawarahkan 
(dengan pejabat negara lain) 
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Perbandingan dengan asas oportunitas merupakan cara untuk menjelaskan 
pengertian diskresi polisi dengan lebih mendalam. Dari skema di atas, yang menarik 
antara lain pada point ke (3), diskresi dapat dilaksanakan oleh setiap polisi yang 
menagani perkara secara langsung. Ciri diskresi ini. membutuhkan aparat polisi yang  
oleh M Faal disebut sebagai “gate keeper in the process” sebagai gambaran  tugas 
yang tidak sederhana42. Mengutip pendapat Kadri Husin, M Faal lebih lanjut  
menyatakan :  tugas melaksanakan seleksi perkara menempatkan polisi pada konflik 
kepentingan antara hukum dan masyarakat. Yang diperlukan tidak hanya kualitas 
pengabdian dan kewajiban, tetapi yang tidak kalah penting adalah  kemampuan 
intelektual aparat kepolisian sehingga polisi yang melaksanakan diskresi dapat 
mengambil keputusan yang terbaik sehingga benar – benar berdampak efektif dan 
efisien43.   
Kewenangan melaksanakan diskresi yang berada pada setiap anggota polisi 
memununculkan kemungkinan untuk disalahgunakan. Penyelesaian di luar peradilan 
formal besar kemungkinan akan “menguntungkan” pelaku karena akan terhindar dari 
pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian,  aparat penegak hukum  lain, yakni jaksa 
dan hakim menyambut positif kewenangan polisi melakukan seleksi perkara. Menurut 
mereka, polisi–lah yang paling memungkinkan melakukan seleksi perkara dengan 
mengingat : (i) polisi–lah yang paling dekat dengan masyarakat dengan fungsi 
pembina KAMTIBMAS selain sebagai penegak hukum. Disamping itu (ii)  posisi 
polisi yang berada pada garda terdepan peradilan pidana. Untuk melengkapi 
kewenangan tersebut mereka mengharapkan adanya ada aturan yang jelas yang 
mengatur wewenang tersebut sebagai alat kontrol44 . 
Masuknya perkara – perkara ringan dalam peradilan pidana, di saat 
keterbukaan informasi seperti saat ini, menempatkan aparat penegak hukum  pada 
posisi yang dilematis. Di satu sisi secara pribadi,mereka sependapat kalau  perkara – 
perkara ringan tidak perlu di proses dalam peradilan pidana. Di sisi lain, kalau perkara 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 ibid  
43 ibid  
44lihat Lampiran 4 Coding Hasil Wawancara dengan  : (1) Bambang Waluyo (Kepala Kejaksaan Tinggi 
Jawa – Tengah, (2) Sadiman (Asistem PIDUM KAJATI Jawa – Tengah, (3) Yusuf Hadiyanto (Kasi 
PIDUM Kejari Salatiga), (4) Heru Iriani (Hakim Pengadilan Tinggi Jawa – Tengah, (5) Rosida Idroes 
(Hakim Pengadilan Tinggi Jawa – Tenagh, (6) Sigit Sutriono (Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan 
(7) Adhi Satrija Nugraha (Hakim Pengadilan Negeri Salatiga). 
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tersebut sudah terlanjur masuk dalam peradilan pidana, mereka harus menuntaskan 
prosesnya sampai penjatuhan putusan pengadilan (vonis). Dituntut dan dijatuhi sanksi 
pidana yang paling ringan seperti pidana percobaan, atau kalau sudah pernah 
menjalani penahanan, dipidana sama persis dengan masa penahanan, mereka tetap 
“disalahkan” masyarakat melalui media massa (lihat Lampiran 10 seperti di atas). 
Pendapat informan di atas bernilai positif dalam kerangka  penguatan 
wewenang polisi dalan melaksanakan diskresi yang sejalan dengan perlunya  
penguatan wewenang FKPM menyelesaikan tindak pidana ringan. Walaupun 
demikian, masukan – masukan tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian dapat 
dirasakan sebagai berlebihan. Penilaian tersebut didasarkan pada : pertama 
pelimpahan perkara dari penyidik ke FKPM hanya mungkin terjadi kalau ada 
kesediaan korban yang diberikan tanpa paksaan / tekanan dari pihak manapun; kedua, 
kemungkinan didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan praktis                   
kerumitan – kerumitan prosedur, biaya dan waktu (praktik peradilan pidana belum 
dapat melaksanakan asas peradian yang sedehana, cepat dan biaya ringan, khususnya  
untuk  bermasalah terkait letak geografis, transportasi dan keamanan). Disamping itu 
ada kemungkinan   alasan – alasan yang lebih substansial untuk menjaga 
keharmonisan hubungan kekerabatan sebagaimana terungkap dalam deskripsi kasus di 
atas.   
Ad 3) Penyelesaian Kasus  Di Tingkat RW 
Praktik penyelesaian perkara ketiga dapat digambarkan dalam bentuk skema 
sebagai berikut :  
Model 3 
Model Penyelesaian Kasus Melalui RW 
 
 
 
 
 
 
 
Masyarakat / 
Korban  
Tindak 
Pidana 
	  
Penyelesaian	  di	  
Tingkat	  RW	  
Dilaporkan	  
dan	  
Diarsipkan	  	  
di	  FKPM	  
Tidak	  
dilaporkan	  
dan	  	  
diarsipkan	  
di	  FKPM	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Catatan dari Model 3 : 
1) Masyarakat / korban tindak pidana melaporkan ke Pengurus RW 
2) Dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu (bobot perkara, permintaan korban, 
kondisi pelaku, perkara yang harus dilakukan secara cepat) perkara diselesaikan 
oleh Pengurus RW 
3) Hasil penyelesaian perkara oleh Pengurus RW dalam praktik ada dua kemungkinan : 
(i) dilaprkan dan diarsipkan di FKPM atau kemungkinan ke (ii) tidak dilaporkan dan 
diarsipkan di FKPM    
Secara kelembagaan RT / RW tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan 
perkara sebagaimana FKPM, tetapi dari hasil penelitian ditemukan beberapa sebab 
perkara diselesaikan melalui RW (tidak ditemukan perkara diselesaikan ditingkat RT). 
1) Secara personal atau fungsional Ketua RW di beberapa kelurahan merangkap sebagai 
Pengurus FKPM. Dengan rangkap jabatan tersebut  memungkinkan perkara 
diselesaikan oleh Ketua RW. 
2) Terkait dengan ketiadaan sarana Balai Kemitraan yang diidealkan dalam Skep Kapolri 
sebagai tempat aktivitas FKPM termasuk di dalamnya penyelesaian perkara. 
Sebagaimana telah diutarakan di atas, dalam praktik penyelesaian perkara 
dilaksanakan disembarang tempat. Diantara tempat yang banyak digunakan adalah di 
tempat terdekat terjadinya perkara / tempat tinggal korban / pelapor. Tempat yang 
digunakan biasanya di ketua lingkungan setempat (RT / RW). Dengan kondisi 
demikian apabila ketua lingkungan setempat mampu menyelesaikan, maka perkara 
diselesaikan di tingkat pimpinan wilayah tersebut. Apabila ketua lingkungan setempat 
tidak mampu menyelesaikan, menurut Rustamhaji, Seksi Keamanan Kelurahan 
Pulutan, Pengurus FKPM yang datang di lokasi 45. 
3) Bersengkarut dengan point (1) dan (2)  keluwesan pihak yang menyelesaikan perkara 
yang tidak harus dilaksanakan oleh FKPM tetapi dimungkinkan dilaksanakan oleh 
Ketua RT / RW berkaitan dengan prinsip penyelesaian perkara dengan cepat (contante 
justice). Sebagaimana dituturkan oleh HM. Bedjo Urip Suhardjo, Ketua FKPM 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45Hasil wawancara dengan Rustamhaji, Seksi Keamanan dan Ketertiban Kelurahan Pulutan, tangaal 9 – 
Pebuari - 2012  
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Kelurahan Kutowinangun. Begitu ada laporan masuk langsung saat itu juga 
diselesaikan termasuk pada malam hari dengan melibatkan pengurus yang lain46.  
4) Adanya pelimpahan wewenang Pengurus FKPM kepada Ketua RT / RW disebut 
Aiptu Darsono, Babinkamtibmas Kelurahan Pulutan sebagai model penyelesaian 
berjenjang. Penjenjangan penyelesaian perkara tersebut terkandung dua maksud. 
Pertama untuk melokalisir efek suatu perkara  apabila suatu perkara mengandung 
unsur aib. Dengan dapat diselesaikan ditingkat lingkungan setempat, aib tidak 
menyebar keseluruh kelurahan apabila kasus itu diselesaikan melalui FKPM. Kedua 
untuk menumbuhkan “modal sosial” dalam bentuk rasa tanggungjawab terwujudnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS)47.   
 
2) Terbuka / Tertutup 
Dari deskripsi kasus pencurian HP yang dilakukan anak dengan korban 
Khaeroni, terungkap keterangan HM. Syafe’i, Ketua FKPM Kelurahan Pulutan, 
penyelesaian kasus tersebut dilaksanakan di rumah makan lesehan. Pilihan tempat 
penyelesaian perkara tersebut sengaja dilakukan untuk menjaga harkat martabat 
pelaku (yang masih anak – anak) / keluarga pelaku, karena karena kasus tersebut 
mengandung unsur aib keluarga.   Menurut penuturan HM Syafi’i cara penyelesaian 
seperti itu biasa dilakuan untuk kasus yang lain seperti kasus kekerasan dalam 
keluarga,  dengan alasan yang sama 48. 
Cara penyelesaian secara tertutup tersebut tidak hanya terjadi di Kelurahan 
Pulutan saja. Menurut penuturan M. Muslich, Pengurus FKPM, Ketua RW 08 Canden 
Kelurahan Kutowinangun juga sering dia lakukan untuk menyelesaikan kasus – kasus 
perselingkuhan. Untuk menjaga nama baik para pihak, perkara yang diselesaikan 
tidak dilaporkan ke FKPM Kutowinangun. Penyelesaian tersebut dimungkinkan 
terkait dengan kedudukannya sebagai Ketua RW  49. 
HM Bedjo Urip Suhardjo, Ketua FKPM Kelurahan Kutowinangun tidak 
sependapat dengan cara penyelesaian secara tertutup. Penyelesaian perkara melalui 
FKPM Kutowinangun dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan Pengurus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46Wawancara dengan HM. Bedjo Urip Suhardjo, Ketua FKPM Kelurahan Kutowinangun, tanggal 24 – 10 - 
2011  
47Wawancara dengan AIPTU Darsono, BABINKAMTIBMAS Kelurahan Pulutan, tanggal  ,   8 - 2 -  201	  
48Hasil wawancara dengan HM Syafi’i, tanggal 24 – Oktober -2011  
49 Hasil wawancara dengan M.Muslich Ketua RW 5, Pegurus FKPM dan Ketua Keamanan dan Ketertiban Kelurahan 
Kutowinangun, tanggal 9 – Mei - 2012   
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FKPM termasuk di dalamnya Babinkamtibmas. Diakui oleh beliau proses tersebut 
tidak mudah, karena kesibukan masing – masing pengurus, tetapi beliau mensyaratkan 
setiap penyelesaian perkara melalui FKPM harus dihadiri oleh sekretais (satu atau 
dua) yang akan menyusun Surat Kesepakatan Bersama, Seksi Keamanan berkaitan 
dengan “sisik melik” perkara dan petugas Babinkamtibmas. Pendapat HM Bedjo Urip 
Suhardjo dikuatkan oleh Pengurus FKPM yang lain50.  
  
3) Penyelesaian Berbasis Akar Permasalahan   
Melengkapi (i)  Data Aktivitas FKPM Dalam  Penanganan Perkara, temuan 
dari (ii) Deskripsi Kasus menunjukkan hasil yang saling melengkapi. Kalau temuan 
dari data pertama  terdapat hubungan / relasi yang saling kenal antara pelaku dengan 
korban  dan tempat terjadinya perkara (locus delicti) berada lingkungan tempat tinggal 
sendiri. Temuan tersebut menguatkan alasan korban untuk menyelesaikan perkara 
melalui FKPM. Disamping didasarkan pada kondisi pelaku (misalnya masih anak – 
anak, dari keluarga yag kurang mampu secara ekonomi, anak yatim) juga didasarkan 
pada pertimbangan karena adanya hubungan tetangga. Dari alasan – alasan  tersebut 
menjadi dasar bagi korban untuk bersedia menyelesaikan perkara melalui FKPM demi 
untuk menjaga hubungan ketetanggaan.  
Adanya hubungan yang saling kenal tersebut, menurut penuturan HM.Syafi’i 
Ketua FKPM Kelurahan Pulutan, menjadi faktor yang memudahkan penyelesaian 
melalui FKPM. Proses penyelesaian perkara melalui FKPM tidak sama dengan proses 
peradilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Proses penyelesaian 
melalui peradilan pidana berbasis pada perbuatan / tindak pidana yang harus 
dibuktikan dengan menempatkan para pihak pada posisi yang saling berseberangan. 
Sedang penyelesaian melalui FKPM menerapkan prinsip – prinsip rekonsiliasi yang 
mempertemukan kepentingan  (bukan mempertentangkan posisi sebagaimana dalam 
peradilan formal seperti sebagai penggungat dan tergugat dalam perkara perdata dan 
terdakwa dengan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. 
Sebagai proses rekonsiliasi pola komunikasi dalam proses musyawarah tidak 
serumit proses pembuktian seperti dalam proses peradilan formal. Proses musyawarah 
lebih berorietasi penyelesaian masalah (berorientasi  ke depan) dari pada berorientasi 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Hasil Focus Group Discussion dengan Pengurus FKPM Kutowinangun, pada tanggal 25 – 10 - 2011	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kebelakang dengan proses pembuktian untuk menyatakan  siapa yang berada pada 
pihak yang benar dan siapa yang berada pada pihak yang salah.    
Terlaksananya proses rekonsiliasi, tergantung pada kesediaan para pihak, 
khususnya korban. Kesediaan mereka secara teoritik dilatarbelakangi “kebutuhan 
tersembunyi” yang secara riil kebutuhan akan terwujudnya keamanan dan ketertiban 
masyarakat (KAMTIBMAS). Kebutuhan ini dikuatkan yang dalam istilah rekonsiliasi 
disebut sebagai  identitas  nilai – nilai yang berkembang di masyarakat untuk 
mewujudkan keamanan dan kebertahanan hidup bersama. Kebutuhan – kebutuhan 
tersebut antara lain tersimak dari pernyataan Khaeroni, korban pencurian Hand Phone 
(HP) di Keluarahan Pulutan di atas.  
Faktor lain prinsip sederhana dalam penyelesaian perkara melalui FKPM 
disebabkan penyelesaian perkara dengan cara  musyawarah menyentuh akar 
permasalahan dari kasus yang diselesaikan. Dua kasus tawuran massa yang 
dideskripsikan di atas merupakan contoh kongkrit, kasus yang bersumber pada hal – 
hal yang sepele.   
 
4) Pelibatan Tokoh Masyarakat,  Keluarga Pelaku dan Babinkamtibmas 
    Hal yang menarik dalam penyelesaian perkara baik yang dilaksanakan oleh FKPM 
atau yang dilaksanakan di tingkat RW adalah (i)  pelibatan tokoh masyarakat setempat 
(Ketua RT / RW), (ii) keluarga pelaku dan (iii) petugas Babinkamtibmas. Pelibatan 
mereka mulai dari proses penyelesaian  dan menjadi saksi  dalam Surat Kesepakatan 
Bersama  sebagai hasil penyelesaian perkara lewat FKPM. Yang menarik keterlibatan 
mereka tidak hanya dalam arti formal, tetapi yang lebih penting mereka 
bertanggungjawab  mengawasi / mengawal pelaksanaan yang diputuskan FKPM. Dari 
peran tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Pengurus FKPM yang menjadi 
informan, keputusan yang secara formal diwujudkan dalam bentuk Surat Kesepakatan 
Bersama bukan akhir dari proses penyelesaian perkara. Pelaksanaan dari hasil 
keputusan FKPM diserahkan kepada mereka untuk mengawasi. Dari deskripsi kasus 
di atas, peran mereka khususnya keluarga korban nampak jelas terlihat pada kasus 
pencurian yang dilakukan oleh anak dan kasus KDRT (khususnya pada kasus KDRT 
yang dilakukan  Dedy Iriadi terhadap istrinya Wulan Tri Kusumaningtyas ) . 
     Pelibatan masyarakat dalam proses penyelesaian dan pengawasan pasca penyelesaian 
sebagaimana  terpapar di atas, berkesesuaian dengan :  (i) peran polisi dalam 
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mewujudkan keamanan dan ketertiban menurut Lawrence M, Friedman, (ii) modal 
sosial  dan (iii) prinsip – prinsip Restorative Justice,  sebagaimana terurai pada bab – 
bab di atas.    
    Pemikiran Friedman yang menajdi salah satu landasan penting reformasi Polri menjadi 
polisi sipil menegaskan relevansi pelibatan masyarakat penyelesaian dan pengawasan 
putusan atas terjadinya tindak pidana di masyarakat. Terjadinya tindak pidana dalam 
konteks sosial dapat bermakna sebagai gangguan keamanan dan ketertiban 
masyarakat (KAMTIBMAS)  yang menurut Friedman bukan satu – satunya kekuatan 
dominan untuk mewujudkannya. Peran pihak – pihak yang tersebut di atas dengan 
kapasitas masing – masing, turut memberikan andil dalam proses penyelesaian dan 
pengawasan atas penyelesaian gangguan  KAMTIBMAS.  
     Pelibatan anggota keluarga pelaku, ketua RT / RW setempat dan Babinkamtibmas, 
dari perspektif sosiologi  merupakan bentuk startegi pemberdayaan masyarakat utuk 
menggerakkan modal sosial untuk meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan 
sosial. Keterlibatan Babinkamtibmas menegaskan teori sosiologi tersebut bahwa peran 
serta masyarakat dalam mewujudkan kamtibmas tidak bersifat eksklusif. Kepersertaan 
Babinkamtibmas memiliki manfaat ganda, disamping secara kelembagaan 
keterlibatannya sebagai keniscayaan terkait FKPM merupakan bagian dari program 
Polmas. Manfaat ganda tersebut dilihat dari sudut pandang legalitas dan praktis. 
Keterlibatan polisi yang diwakili oleh Babinkamtibmas dalam proses penyelesaian 
dan menjadi saksi  (mengetahui)  dalam Surat Kesepakatan Bersama secara sosiologis 
memberikan kekuatan legalitas keputusan FKPM. Secara sosiologis  pula keterlibatan 
kekuatan eksternal ini akan mengeliminir dampak negatif  adanya kemungkinan salah 
satu pihak  mempunyai kekuatan sosial yang lebih tinggi dari pihak lain. 
Kemungkinan ini terungkap dari hasil penelitian yang pernah dilakukan berdasarkan 
prakarsa Bank Dunia tentang Justice for poor. Keterlibatan kekuatan eksternal ini 
untuk mengefektifkan kasus yang diputuskan oleh FKPM.  
Keterlibatan masyarakat juga dikuatkan dengan Restorative Justice yang memberi 
ruang kepada para pihak dan masyarakat untuk berperan aktif. Peran aktif ini tidak 
menempatkan mereka sebagai obyek tetapi subyek yag dilandasi tanggungjawab. 
Keterlibatan keluarga pelaku dan ketua RT / RW dapat mewujudkan 
tanggungjawabnya keperansertaannya dengan mengawal apa yang telah diputuskan 
melalui FKPM.  
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5) Batas Kemampuan Penyelesaian Kasus Melalui FKPM  
Walaupun terdapat nilai – nilai lebih penyelesaian perkara melalui FKPM, 
disisi lain FKPM juga memiliki keterbatasan – keterbatasan. Dari : (i) Analisis 
Berdasarkan Data Aktivitas FKPM Dalam Penanganan Perkara, khususnya yang 
ditemukan di Kelurahan Pulutan ditemukan kasus yang tidak dapat diselesaikan 
melalui FKPM. Kasus tersebut kalau dicermati merupakan kasus pencurian (sepeda 
motor, ternak dan yang dilakukan dengan cara membobol rumah korban). 
Sebagaimana terurai di atas FKPM efektif menyelesaikan suatu perkara karena 
didukung : (i) kedudukan para pihak (pelaku dan korban) yang saling kenal karena (ii) 
kasus tersebut terjadi di lingkungan tempat tinggal para pihak sendiri (tetangga). 
Kedua faktor tersebut diantaranya menjadi faktor yang menyebabkan kasus tersebut 
mudah dilaksanakan secara musyawarah, disamping faktor (iii) nilai kerugian yang 
pada umumnya bernilai kecil, (iv) adanya kesediaan pelaku meminta maaf, (v) 
berjanji tidak mengulang perbuatannya dan (v) bersedia memberikan ganti kerugian 
(misalnya mengganti biaya pengobatan, biaya kerugian atau mengembalikan barang 
yang dicuri). 
Pada kasus yang terklasifikasikan sebagai tindak pidana berat yang tersaji pada 
tabel kasus kecelakaan lalu lintas dan tabel Kasus yang Dilaporkan dan Tidak Dapat 
Diselesaikan Melalui FKPM. Tidak efektifnya FKPM dalam menyelesaikan kasus 
sebagaimana tersaji pada dua tabel di atas disebabkan keterbatasan kapasitas FKPM 
dalam menyelesaikan kasus tersebut. Alasan tidak efektivnya FKPM menyelesaikan 
kasus yang diklasifikasikan tidak pidana berat (pelaku tidak diketahui / berada di luar 
kelurahan) yang telah terjabar di atas.   
 
6) Penguatan FKPM dalam Menegakkan Keadilan 
Mencermati praktik penyelesaian perkara melalui FKPM dengan segala 
kelebihan dan kekurangannya disatu sisi dan disisi lain pada skala makro masih  
terdapat kendala substansial dan  struktural yang kontrversial. Konstitusi dan 
dijabarkan  dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan 
perwujudan rasa keadilan dengan menyerap rasa keadilan masyarakat. Undang – 
undang yang sama membatasi lembaga yang melaksanakan amanat tersebut, yang 
hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan negara.  
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Temuan – temuan penelitian di atas menegaskan aktivitas FKPM dalam 
menyelesaikan perkara, kendala utama bukan permasalahan formalitas dasar hukum  
dan kelembagaannya. Skep Kapolri yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut,  
dalam praktik banyak disimpangi sendiri oleh Pengurus FKPM dalam aktivitasnya 
menyelesaikan perkara. Permasalahan yang lebih penting berdasarkan analisis 
aktivitas FKPM dalam menyelesaikan perkara, terletak pada penguatan FKPM dalam 
menyelesaikan perkara yang berkeadilan sebagaimana amanat Konstitusi dan    
Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman.        
Gagasan penguatan FKPM dalam menegakkan keadilan dari kerangka teoritik 
di atas dapat ditelusur dari pemikiran  Luhut M.P. Pangaribuan lebih menekankan 
pada terbangunnya sistem bagaimana proses keadilan itu diwujudkan. Pendapat Luhut 
tersebut dikemukakan dalam mengomentari penghapusan peradilan selain peradilan 
negara  berdasarkan Undang – Undang  Darurat  No. 1 tahun 1951.  Pendapat Luhut 
yang lebih mementingkan pencapaian keadilan dari pada legalitas  kelembagaan, oleh 
karena pentingnya sekali lagi dikutipkan pernyataannya sebagai berikut :  
Mewujudkan  keadilan tidak otomatis terwujud dengan 
mengkonstatasikan hukumnya. Perundang – undangan bersifat formal, 
terbatas  dan bersifat umum. Sementara suatu perkara bersifat spesifik 
sehingga tidak cukup hanya mengacu pada sumber hukum formal  tetapi 
juga sumber hukum material. Untuk menggali sumber hukum material 
tersebut, secara konseptual proses peradilan harus didekatkan dengan 
masyarakat sendiri (huruf tebal dari penulis)51. 
Senada dengan pendapat Luhut M.P. Pangaribuan di atas   hasil penelitian 
Bank Dunia tentang “Keadilan Di Desa – Desa” menyimpulkan hal yang senada, yaitu 
penekanan pada keadilan. Orientasi pada pencapaian keadilan inilah maka 
disimpulkan penelitian tersebut bukan sekedar lembaga hukum atau organ – organ 
negara  semata, tetapi bagaimana proses mewujudkan keadilan yang dicapai melalui 
cara – cara alternatif seperti musyawarah, negoisasi dan mediasi yang lebih efektif 
diwujudkan melalui lembaga – lembaga informal .  
Penekanan pada proses pencapaian keadilan dari pada legalitas kelembagaan 
selaras dengan  dua temuan hasil penelitian yang relevan dengan bahasan di atas. 
Pertama  keterangan informan kunci HM Syafe’i yang menegaskan FKPM bukan 
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  M.P.Pangaribuan,	  op	  cit	  halaman	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lembaga peradilan. Pernyataan tersebut dilandasi alasan musyawarah dalam FKPM 
bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi mencari 
pemecahan masalah.  Proses tersebut lebih berorientasi ke depan (menjaga hubungan 
kekeluargaan) dari pada berorientasi ke belakang (melihat perkaranya dengan 
membuktikan  pihak  yang benar atau yang salah). 
Temuan hasil penelitian yang relevan kedua, FKPM yang diteliti di lokasi 
penelitian lebih menekankan pada aktivitas / peran / fungsi menyelesaikan perkara 
(yang berkeadilan) dari pada formalitas kelembagaan. Temuan tersebut ditafsirkan 
dari (i) keterangan informan yang mengembangkan FKPM sampai pada tingakt RT / 
RW. Pengembangan ini tentu saja diikuti dengan pelimpahan wewenang dari 
pengurus FKPM kelurahan kepada pengurus RT / RW. Realitas ke (ii) dilihat dari 
mekanisme penyelesaian perkara melalui FKPM yang tidak mengikuti secara kaku 
panduan yang diatur dalam SKEP Kapolri, tetapi dikembangkan secara kreatif dengan 
menyesuaikan dengan para pihak dan perkara yang ditangani (Lihat  Pemeriksaan 
Tertutup/ Terbuka). 
Permasalahan belum adanya dasar hukum yang kuat, dari uraian di atas,  peran 
FKPM dapat dilihat dari gaya pemolisian. Peran polisi bersama – sama masyarakat 
menyelesaikan tindak pidana ringan,  merupakan bentuk diskresi polisi. Pencarian 
dasar hukum dengan pendekatan positivistik yang hanya “mengeja” undang – undang 
tidak ditemukan pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Dasar hukum diskresi polisi ditemukan apabila digunakan konsep penegakan hukum 
dalam konteks ke– Indonesia– an  dengan mengkaitkan fungsi POLRI sebagai penjaga 
keamanan dan ketertiban yang juga diamanatkan dalam Undang – Undang Kepolisian. 
Profesionalitas pengurus FKPM yang diragukan dalam menyelesaikan perkara 
sebagaimana alasan pembubaran peradilan non negara oleh Undang – Undang Darurat 
No. 1 tahun 1951 terjawab dengan hasil penelitian Bank Dunia tentang Justice for 
Poor  dan pendapat Luhut M.P. Pangaribuan yang lebih menekankan pada aspek 
substasial pencapaian rasa keadilan dari pada mempermasalahkan legalitas formalnya. 
Keadilan tersebut terwujud dalam proses rekonsiliasi yang berkeadilan,  dengan 
menempatkan “kedudukan” para pihak tidak dalam posisi yang saling berlawanan, 
tetapi menyatukan “kepentingan” dalam kesetaraan yang dilandasi budaya menjaga 
keharmonisan hidup bermasyarakat. Budaya ini terlihat dari kecederungan masyarakat 
untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan menggunakan jasa       
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lembaga – lembaga in formal dari pada menggunakan lembaga peradilan formal. 
Kenyataan ini juga dikuatkan dengan hasil penelitian.  
 
c. Prosepek Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM 
Prospek FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan akan 
diuraikan melalui tiga tahap. Pertama akan diuraikan kelebihan dan kelemahan 
penyelesaian tindak pidana ringan melalui FKPM. Kedua, Kajian perbandingan 
pengaturan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan yang telah diatur dalam 
hukum positif dengan pengaturan yang sama di negara – negara lain. Perbandingan 
meliputi pengaturan mediasi penal di berbagai negara.  Ketiga, sesuai dengan judul 
bab ini, uraian tentang prospek kedudukan FKPM sebagai lembaga yang 
menyelesaikan tindak pidana ringan yang diidealkan.   
1) Kelebihan dan Kelemahan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM 
a) Kelebihan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM 
Uraian tentang daya dukung FKPM sebagai alternatif penyelesaian  
tindak pidana ringan di luar peradilan pidana (Out of  Settlement) pada sub A di 
atas dapat disimak sebagai kelebihan penyelesaian tindak pidana ringan melalui 
FKPM. Kalau disitimatisir kelebihan – kelebihan yang tersimak dari uraian di 
atas, dapat menjawab tuntutan filosofis dan teknik penyelesaian kasus sekaligus 
kebutuhan praktis.  
b) Tuntutan filosofis terkait dengan perwujudan rasa keadilan dengan menyerap 
rasa keadilan masyarakat yang diamanatkan         Undang – Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan   Undang – Undang  Kekuasaan  
Kehakiman. Mengutip disertasi Luhut M.P. Pangaribuan tuntutan filosofis 
tersebut perwujudannya menghadapi kendala  kelembagaan bagaimana amanat 
tersebut diwujudkan. Mekanisme penyelesaian kasus melalui FKPM dengan 
melibatkan secara aktif para pihak dan masyarakat merupakan jawaban atas 
kendala kelembagaan yabg menghinggapi peradilan formal selama ini. 
     Aspek filosofis yang lain terkait dengan teknis penyelesaian kasus yang tetap 
menjaga hubungan harmonis diantara para pihak dan masyarakat pada 
umumnya.  
     Berdasarkan temuan penelitian ditemukan hasil penelitian yang bersifat 
filosofis. Pertama terkait dengan mekanisme penyelesaian yang bersifat 
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fleksibel. Mekanisme ini dalam praktik dilatarbelakangi untuk  menjaga harkat 
martabat para pihak,misalnya penyelesaikan kasus yang mengandung aib 
dilaksanakan secara tertutup. Mekanisme demikian tidak dapat ditemui dalam 
peradilan formal yang terikat due process   yang telah ditetapkan dalam hukum 
acara dan harus dilaksanakan secara ketat.  
    Aspek filosofis lain yang ditemukan dalam penelitian terkait dengan 
penyelesaian berbasis akar permasalahan. Ciri ini merupakan kelebihan 
penyelesaian dengan menerapkan          prinsip – prinsip rekonsiliasi yang tidak 
terjerumus dalam proses pembuktian yang rumit dengan menempatkan para 
pihak dalam posisi yang saling bertentangan. Prinsip penyelesaian melalui 
rekonsiliasi ditandai dengan menempatkan kepentingan para pihak yang 
membuka peluang penyelesaian sampai pada akar permasalahan dari suatu 
kasus.     
c) Tuntutan teknis  terkait dengan pelaksaan asas peradilan yang cepat, sederhana 
dan dengan biaya yang murah selama ini masih dipersepsikan masyarakat belum 
terwujud, meskipun terhadap kasus yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan 
singkat dan cepat. Disadari persepsi ini muncul tidak semata – mata teknis 
hukum acara yang seharusnya sudah mampu menjawab asas peradilan di atas. 
Asas peradilan di atas dipersepsikan masyarakat belum terimplementasi dalam 
praktik tercampur dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat / 
lembaga penegak hukum formal. Penyelesaian kasus melalui FKPM yang 
dikendalikan sepenuhnya oleh masyarakat lebih menjawab secara teknis 
implementasi asas peradilan tersebut. 
     Berdasarkan hasil penelitian ditemukan keunggulan penyelesaian melalui 
FKPM dengan pelibatan masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak 
langsung.  Contoh kongkrit pelibatan keluarga para pihak (yang terlibat secara 
langsung) dan pelibatan tokoh masyarakat seperti Ketua RT / RW (yang tidak 
terkibat secara langsung). Keterlibatan masyarakat tersebut tidak hanya dalam 
proses penyelesaian tetapi juga dalam mengawal hasil kesepakatan. Keterlibatan 
masyarakat ini yang mengawal efektivitas hasil kesepakatan penyelesaian 
melalui FKPM yang secara teoritis berbasis kesukarelaan.     
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d) Tuntutan praktis terkait dengan sifat perkara yang pada umumnya diselesaikan 
melalui FKPM. Keberadaan FKPM menjawab kebutuhan praktis masyarakat   
untuk menyelesaikan kasus sederhana yang dihadapi masyarakat keseharian.  
e) Kelemahan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM 
     Kelemahan penyelesaian tindak pidana ringan melaui FKPM akan dibedakan  
dari kelemahan yang terungkap dari hasil penelitian dan problem pengakuan 
penyelesaian tindak  pidana (ringan) di luar sistem peradilan pidana formal.  
a. Kelemahan Yang Terungkap Dari Hasil Penelitian 
Kelemahan FKPM yang terungkap dari hasil penelitian dapat dikategorikan 
menjadi empat kendala  yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1) Kualitas pengurus FKPM 
           Terungkap dari hasil penelitian baik yang dilakukan peneliti maupun 
temuan Lembaga Percik yang melakukan pendampingan Program 
Community Oriented Policing (COP) di lokasi penelitian, ditemukan 
kelemahan yang sama. Diantaranya yang berkaitan dengan kualitas 
pengurus FKPM. Kelemahan ini terkait dengan  (i) sistem rekrutmen,  
(ii) kualitas / kapasitas dan (iii) komitmen pengurus menjalankan peran / 
tugas sebagai pengurus FKPM.  
            Kelemahan (i) dan (ii) berkaitan dengan kapabilitas dan aseptabiltas 
pengurus. Penyelesaian melalui FKPM didasarkan pada kepercayaan 
yang diantaranya diindikasikan dari kepercayaan masyarakat terhadap 
pengurus FKPM. Kepercayaan ini bertali – temali kapabilitas dan 
aseptabiltas pengurus.  
            Permasalahan ini bersifat mendasar karena berdasarkan hasil penelitian 
aktifitas FKPM di kelurahan / desa tergantung pada kualitas pengurus 
FKPM. Walaupun demikian pemecahan permasalahan ini tidak mudah 
karena berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang 
berkualitas (kapablitas) di kelurahan / desa. Permasalahan tersebut 
sekaligus bersengkarut dengan aseptabilitas pengurus dari masyarakat.   
            Pemecahan yang ditawarkan mengacu skema yang ditawarkan Friedman 
tentang komponen – komponen yang bertanggungjawab untuk 
mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) 
(lihat skema 1). Dalam skema tersebut terwujudnya “masyarakat sadar 
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kamtibmas” didukung oleh berbagai komponen termasuk di dalamnya : 
(i) perguruan tinggi, pemerintah daerah dan lembaga swadaya 
masyarakat. Komponen – komponen yang mendukung peningkatan 
kapasitas pengurus FKPM dalam menjalankan peran sebagai penyelesai 
kasus.     
2) Kualitas Petugas Polmas 
Dari sisi kebijakan sudah ada upaya untuk meningkatkan kualoitas 
petugas Polmas yang secara operasional diwujudkan dengan perubahan 
penyebutan Babinkamtibmas menjadi Bhabinkamtibmas. Istilah pertama 
memberi alokasi tugas polisi berpangkat bintara sedang istilah kedua 
memberi kemungkinan polisi yang berpagkat perwira untuk menjadi 
petugas Polmas (dengan menggunakan istilah “Bhayangkara” ). 
Walaupun demikian dari hasil penelitian implementasi kebijakan 
tersebut tidak mudah. Di lokasi penelitian ditemukan realitas yang 
sebaliknya. Petugas Polmas ada yang memandang sebagai jabatan 
“buangan”. Realitas ini dibuktikan adanya petugas Polmas yang tidak 
aktif menjalankan tugas di lapangan.  Mengatasi permasalahan ini 
berkaitan dengan konsistensi kebijakan Polri 
3) Konsistensi Kebijakan Polri 
Temuan yang positif di lokasi penelitian, adanya kebijakan alokasi 
personil petugas Polmas satu kelurahan satu petugas Polmas. Bahkan di 
kelarahan yang berwilayah luas dialokasikan dua tenaga. Kebiajakan ini 
ditunjang dengan kebijakan  petugas Polmas hanya menjalankan tugas 
sebagai petugas Bhabinkamtibmas, tidak ditugasi yang lain sehingga 
petugas dapat berkonsentrasi menjalan tugasnya.  
Untuk mengoptimalkan tugas tersebut, ada Kapolres yang mewajibkan 
petugas Bhabinkamtibmas bertempat tinggal di kelurahan tempat 
petugas bertugas. Kebijakn tersebut tepat dikaitkan dengan             
prinsip – prinsip community  policing yang mewajibakan petugas Polmas 
mengenal penduduk di wiklayahnya bertugas secara baik. Kebijakan 
yang baik ini ternyata tidak dilanjutkan Kapolres yang lain, Bahkan yang 
lebih parah memandang jabatan Bhabinkamtibmas sebagai jabatan 
“buangan”.     
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4) Keterbatasan Sarana / Prasarana 
Kelemahan ini diindikasikan dari hasil penelitian tidak adanya tertib 
administrasi  dari aktivitas FKPM. Gejala ini berakar pada keterbatasan 
sarana / prasarana untuk mendukung aktivitas FKPM. Pemecahan 
permasalahan ini tidak dapat dipecahkan secara sektoral dengan 
menggantungkan pada pada satu institusi saja (misalnya kepolsian). 
Tanggungjawab KAMTIBMAS mengacu pada skema Freidman di atas 
merupakan tanggungjawab bersama, sehingga pengantasan masalah ini 
bisa didukung dari pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga swadaya 
masyarakat ataupun dengan membedrdayakan partisipasi warga.  
 
b. Problem Pengakuan Penyelesaian Tindak  Pidana (Ringan) Di Luar Sistem 
Peradilan Pidana Formal   
Sebagaimana telah diuraikan di atas kebijakan yang berkaitan dengan lembaga 
peradilan hanya mengakui peradilan negara. Kebijakan ini terbaca pada ketentuan 
KUHAP yang mengatur acara pemeriksaan perkara dan ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 2 dan Pasal 18 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Menjadi permasalahan bagaimana menempatkan keputusan FKPM, apakah perlu 
pengakuan negara ataukah hanya cukup diakui oleh masyarakat sendiri tanpa perlu 
pengakuan dari negara. Dalam kajian teoritik tentang bentuk – bentuk  
penyelesaian perkara di luar peradilan formal, putusan FKPM tepat disebut sebagai 
commutarian justice, keadilanyang diputuskan oleh  komunitas sendiri   
Secara teoritik permaslahan tersebut dapat dikaji dengan  pluralisme hukum yang 
dalam perkembangannya tidak lagi mempermasalahkan pluralisme hukum kuat 
(strong legal pluralism) atau pluralisme hukum lemah (weak legal plualism).  
Kajian pluralisme hukum telah sampai pada tahap kajian Pluralisme Hukum Kritis  
(critical legal pluralisme) yang memberi tempat bagi pengakuan hukum yang 
dianut oleh individu – individu dalam suatu komunitas.  
Perkembangan kajian pluralisme hukum berbarengan pemaknaan hukum yang 
hidup di masyarakat yang tidak dibatasi pada hukum negara, hukum agama atau 
hukum adat. Keputusan FKPM dapat bermakna hukum bagi para pihak dan 
masyarakat yang disebut kaum pluralis sebagai   hybrid law / unnamed law. 
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Mengacu pada pluralisme kritis tersebut sebenarnya tidak perlu pengakuan negara 
atas putusan FKPM. Apa yang telah diputuskan FKPM dengan melibatkan secara 
aktif para pihak dan masyarakat. bagi mereka sudah bermakna hukum.  
 
c. Pengaturan  Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Peradilan Pidana  
Untuk mengkaji prospek dan posisi yang diidealkan FKPM  sebagai alternatif  
penyelesaian tindak pidana ringan akan dikaji : (i) pengaturan penyelesaian  tindak 
pidana di luar peradilan yang telah dikenal dalam produk undang – undang selama 
ini dan (ii) bagaimana negara lain mengatur hal yang sama.  
Pengaturan Penyelesaian Tindak Pidana Di Luar Peradilan Pidana dalam Produk 
Undang – Undang Yang berlaku Saat Ini. 
     Dalam bahasan ilmu hukum pidana point (a) di atas berkaitan dengan alasan 
hapusnya kewenangan menuntut pidana, yang menurut Barda Nawawi Arief 
terdapat beberapa alasan, yaitu52 :  
1) Tidak adanya pengaduan pada delik aduan 
2) Ne bis in idem (Pasal 76 KUHP) 
3) Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP) 
4) Daluwarsa (Pasal 78 KUHP) 
5) Telah ada pembayaran denda maksimum kepada pejabat tertentu untuk 
pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja (Pasal 82 KUHP) 
6) Ada abolisi atau amnesti (di luar KUHP) 
Dari rumusan pasal – pasal yang mengatur tenang alasan penghapus penuntutan di 
atas, perkara sudah pada tahap penuntutan,tetapi dengan adanya alasan – alasan 
tersebut, perkara tidak diajukan ke pengadilan.  
Pengaturan tentang mediasi juga dirumuskan pada Pasal 76 Undang – Undang 
No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Ketetuan tersebut dijabarkan lebih 
lanjut pada Pasal 89 ayat (4) dengan       bentuk – bentuk mediasi meliputi : 
perdamaian kedua belah pihak,  penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, 
negosiasi, mediasi, konsiliasi. dan penilaian ahli.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52	   Barda Nawawi Arief, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Badan PenyediaBahan Kuliah  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, halaman 57. dan Barda Nawawi Arief, 
Mediasi Penal , op cit Banding pula dengan Moeljatno, 1982, Azas – Azas Hukum Pidana, tanpa 
penerbit dan kota penerbut dan Utrecht, 1986, Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Emas, Surabaya, 
halaman 343	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Terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak Undang – Undang No.3 
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga memberi peluang penyelesaian di luar 
pengadilan. Peluang ini diberikan terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat 
menyerahkan kembali kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya apabila 
dipandang masih dapat dibina. Kemungkinan lain menyerahkan kleoada 
Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat dibina oleh orang tua / wali / 
orang tua asuhnya (Pasal 5 UU No.3 tahun 1997)53. 
 
d. Perbandingan Pengaturan Penyelesaian  Perkara Di luar Peradilan    
     Dengan UU Pidana Asing.  
Mengutip pendapat dari Tony Peters, Barda Nawawi Arief  memetakan pengaturan 
mediasi penal diberbagai negara dalam legal framework sebagai berikut 54:  
1) Ditempatkan sebagai bagian dari UU Peradilan Anak (the Juvenile Justice Act) 
yaitu di Austria, Jerman, Fuinlandia dan Polandia; 
2) Ditempatkan dalam KUHAP (the Code of Criminal Prosedure) yaitu di 
Austria, Belgia, Finlandia, Perancis dan Polandia; 
3) Ditempatkan dalam KUHP (the Criminal Code) yaitu di Finlandia, Jerman dan 
Polandia; 
4) Diatur tersendiri secara otonom dalam UU Mediasi (the Mediation Act) seperti 
di Norwegia yang diberlakukan untuk anak – anak maupun orang dewasa. 
Dari perbandingan pengaturan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan  
undang – undang yang berlaku saat ini dengan pengaturan hal yang sama di negara 
lain terdapat dua persamaan dan dua perbedaan. Dua persamaan :  dalam ruang 
lingkup yang terbatas sudah diatur dalam hukum pidana materal (KUHP) dan 
terdapat dalam beberapa undang – undang pidana khusus. Sedang perbedaannya 
KUHAP yang saat ini berlaku belum mengatur dan belum memiliki undang – 
undang yang khusus mengatur tentang mediasi penal. 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
53	  Barda Nawawi Arief,  ibid, halaman 45	  	  
54 ibid, halaman 39 - 40  
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e. Prospek FKPM Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang 
Diidealkan  
Mencermati uraian mulai dari : (i)  latar belakang perlunya adanya lembaga yang 
secara khusus menyelesaikan tindak pidana ringan di luar peradilan pidana, (ii) 
Gagasan FKPM sebagai alternatif, (iii) kerangka teoritik sebagai penguat gagasan, 
(iii) penelitian tentang praktik aktivitas FKPM dalam menyelesaikan tindak pidana 
(ringan) serta (iv)  analisis tentang aktivitas FKPM. Dari serangkaian uraian 
tersebut memunculkan berbagai pertanyaan. Agar pertanyaan – pertanyaan tersebut 
dapat disusun secara sistimatis, maka pertanyaan – pertanyaan tersebut akan 
dikaitkan dengan (a) bentuk kelembagaannya (aspek struktur), (b) bentuk 
pengaturannya (aspek substantif) dan (c)  daya dukung masyarakat (aspek kultur / 
budaya hukum masyarakat). 
1) Bentuk kelembagaan 
a) Pertanyaan tentang apakah FKPM dapat menjadi alternatif penyelesaian 
tindak pidana ringan di luar peradilan formal ? 
Berdasarkan kajian teoritik dan hasil penelitian yang tersaji di atas, 
menguatkan FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana di luar 
peradilan formal. Jawaban ini memunculkan pertanyaan berikutnya yang 
beranjak dari kelemahan – kelemahan aktivitas FKPM 
b) Bagaimana bentuk kelembagaannya, apakah akan tetap dipertahankan 
sebagai bagian dari Program Polmas ataukah akan diintegrasikan sebagai 
bagian dari sistem peradilan pidana. 
Jawaban pertanyaan di atas seharusnya mendasarkan pada kesejatian FKPM 
sebagai model penyelesaian sengketa / tindak pidana yang berbasis pada 
pendekatan mediasi penal, restorative justice dan community policing, maka 
seharusnya tetap dipertahankan sebagai bagian dari Program Polmas. 
Jawaban ini dikuatkan dengan hasil penelitian tentang kecenderungan 
masyarakat menggunakan cara – cara penyelesaian in formal 
c) Bagaimana kemungkinan FKPM dirubah menjadi lembaga mediasi penal 
yabg indipendent. 
Jawaban pertanyaan ini terkait dengan filosofi dan kesejarahan community 
policing  yang di Indonesia di wujudkan dalam Program Polmas, peran ganda 
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polisi sebagai aparat penegak hukum dan penjaga KAMTIBMAS dan 
perlunya kekuatan ekstern dari modal sosial yang telah dimiliki masyarakat.  
2) Bentuk Pengaturan 
Bentuk pengaturan dalam perundangan terkait dengan pertanyaan – pertanyaan 
kelembagaan. Kalau bentuk kelembagaan yang  diidealkan sebagai tetap 
dipertahankan sebagai  bagian dari Program Polmas dan mempertimbangkan 
kelemahan – kelemahan aktivitas FKPM dan pemecahannya, maka 
pertanyaannya adalah bagaimana bentuk pengaturan yang sebaiknya.  
Bentuk pengaturan yang diajukan adalah peningkatan pengaturan FKPM dari 
bentuk pengaturan internal Polri menjadi dalam bentuk undang – undang. 
Perubahan bentuk pengaturan ini dimaksudkan untuk penguatan FKPM sebagai 
alternatif pemecahan kelemahan – kelemahan FKPM secara sistimatis dan 
terencana. Walaupun perlu diatur dalam bentuk undang – undang, seharusnya 
tetap memberi ruang keragaman bentuk yang disesuaikan dengan kondisi dan 
budaya daerah.   
3) Budaya Hukum 
Ciri yang menonjol dari penyelesaian melalui FKPM ditandai dengan (i) 
penyelesaian yang melibatkan secara aktif para pihak dan masyarakat. Ciri ini 
diawali dengan kesediaan korban untuk memaafkan pelaku, sebaliknya diikuti 
dengan kesadaran pelaku untuk melakukan langkah – langkah restoratif baik 
yang terkait dengan sikap / perilaku maupun kesediaan memulihkan kerugian 
yang mungkin timbul sebagai akibat dari suatu tindak pidana. Ciri ini juga perlu 
didukung masyarakat yang bersedia terlibat dalam proses maupun mengawal 
hasil penyelesaian melalui cara – cara musyawarah.Ciri yang lain (ii) 
pelaksanaan putusan didasarkan pasda kerelaan bukan paksaan seperti dalam 
penjatuhan pemidanaan. Ciri – ciri tersebut harus didukung dengan kesadaran 
hukum masyarakat yang tinggi. 
 
6. Penutup 
a. Simpulan 
Berdasar uraian dan analisis permasalahan pada bab-bab terdahulu,  
dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 
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1) Praktik Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui FKPM 
a) Kriteria kasus yang diselesaikan melalui FKPM 
Batasan perkara yang diselesaikan melalui FKPM yang telah diatur dalam Skep 
Kapolri No.433 / VII / 2006  dalam praktik tidak dilaksanakan/ dipatuhi secara 
kaku. Perkara yang diselesaikan melalui FKPM dikaitkan dengan situasi dan 
kondisi pelaku. 
b) Mekanisme penyelesaian kasus melalui FKPM 
    Mekanisme penyelesaian kasus dalam praktik juga tidak sepenuhnya didasarkan 
pada Skep Kapolri No.433 tahun 2006, tetapi  dilaksanakan dengan prinsip – 
prinsip community policing mediasi penal dan restorative justice, yang ditandai 
dengan pelibatan secara aktif para pihak dan masyarakat serta penyelesaian 
yang diorientasi pada prinsip restorasi / pemulihan. 
 
2) Optimalisasi  Forum Kemitraan Polisi–Masyarakat  (FKPM) Sebagai Alternatif 
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. 
a) Optimalisasi FKPM  sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, 
didasarkan pada adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan 
aparatur peradilan  dan ketidakmampuan sistem peradilan formal yang ada 
selama ini dalam menyelesaikan tindak pidana ringan berdasarkan asas 
keadilan, kemanusiaan, peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. 
b) Pilihan pada Forum Kemitraan Polisi – Masyarakat (FKPM) sebagai lembaga 
alternatif  yang berperan dalam menyelesaikan tindak pidana ringan didasarkan 
pada : 
1) Peran ganda polisi yang disamping sebagai aparat penegak hukum juga 
berperan sebagai aparat yang bertanggungjawab untuk mewujudkan 
keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS). 
2) Reformasi Polri Menjadi Polisi Sipil 
3) Masyarakat merupakan mitra sejajar Polisi dalam mewujudkan Ketertiban 
dan Keamanan Masyarakat (KAMTIBMAS) 
4) Bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan (Lay 
Participation) 
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5) Masyarakat merupakan modal sosial yang memiliki potensi kuat pada dirinya 
sendiri untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.  
6) Budaya masyarakat dalam bentuk nilai – nilai yang hidup di masyarakat 
mampu menjaga hubungan harmonis antar anggota masyarakat dan mampu 
menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui jalan musyawarah, terutama 
dalam menyelesaikan tindak pidana ringan.  
b. Saran - Saran 
1. Budaya  penegakan hukum dalam konteks ke – Indonesia–an perlu dibina dan 
ditingkatkan untuk penguatan gagasan FKPM sebagai alternatif penyelesaian 
tindak pidana ringan. 
2. Untuk memecahkan permasalahan mendasar penegakan hukum yang terlalu 
positivistik, perlu rekonstruksi pada tataran makro yang terfokus pada cara 
berhukum aparat penegak hukum dan pada taran mikro perlu rekonstruksi lembaga 
peradilan. 
3. Untuk  memperkuat FKPM  sebagai  forum  alternatif penyelesaian tindak pidana 
ringan, perlu dukungan kebijakan dari pemangku kepentingan 
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